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Pengembangan Kebijakan Waqf Core Principles (WCP) dalam Rangka 
Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia 

 
Ketua Peneliti: 

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., M.A 

Anggota Peneliti: 
Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E 

Abstrak 

Ditengah Pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan berbagai 
prorgam dan kebijakan yang tepat untuk stategi pemulihan ekonomi nasional. Wakaf menjadi 
salah satu instumen keuangan Islam yang dapat menjadi solusi pemecahan masalah sosial-
kemanusiaan, seperti penanganan kesehatan dan ekonomi akibat Pandemi Covid-19. 
Pengembangan kebijakan Waqf Core Principles (WCP) dalam perspektif tata kelola wakaf 
bertujuan untuk menghasilkan suatu kerangka kerja / Standar Operasional Prosedur (SOP) 
bagi para nazhir dan regulator dalam mengelola harta wakaf untuk penanganan dampak 
ekonomi nasional dan daerah akibat Pandemi COVID-19. Analisis WCP PEN COVID-19 
dilakukan dengan pendekatan skenario kebijakan Interpretative Structural Modelling (ISM). 
Pengambilan data pakar dilakukan pada lintas regulator, nazhir/lembaga wakaf, dan 
akademis/ahli dibidang wakaf. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan, pengelolaan wakaf 
untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 masih terkendala dengan lemahnya literasi 
nazhir dan fondasi hukum. Hasil kuadran tujuan strategis kebijakan, telah menetapkan 2 
sektor kunci yang harus dilakukan untuk kebijakan WCP PEN COVID-19, yaitu 
membangun sinergisitar antara lembaga dan penataan fondasi hukum. Stakeholder yang 
beperan penting dalam pengembangan kebijakan WCP ini secara spesifik terdiri dari Satuan 
Gugus Tugas COVID-19 Pusat-Daerah (Kementerian-Lembaga), lembaga pengawasan dan 
pembinaan wakaf (BWI, BAZNAS, DSN MUI), dan lembaga kenazhiran. Rekomendasi 
perumusan kebijakan WCP PEN Covid-19 perlu ditetapkan dalam kerangka objek 
penanganan bencana Pandemi, SOP, Lembaga Nazhir yang siap untuk menyalurkan, 
konsekuensi hukum dari penyaluran dana wakaf, sistem pengawasan, dan manajemen risiko. 

 
Kata Kunci: Wakaf; Pemulihan Ekonomi Nasional; COVID-19; Kebijakan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Wabah Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir 1,5 tahun telah 

menimbulkan banyak dampak kerusakan secara sistemik. Dampak COVID-19 

secara nasional sudah mencapai total kasus sebanyak 1,7 juta terkonfirmasi 

dengan total jumlah kematian 46.137 jiwa (Data Satuan Tugas COVID-19, 09 Mei 

2021). Pada sisi yang lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 

berdasarkan Berita Resmi Statistik (2021), masih berada pada posisi -2,07%. 

Meskipun ada peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2021 

sebesar 1,43%, namun kondisi perekonomian masih dihadapkan pada posisi 

minus pertumbuhan kurtal to kuartal (Q to Q) sebesar -0,96%.  

Dampak Pandemi COVID-19 secara sistemik berdampak pula pada 

pertumbuhan ekonomi regional di berbagai daerah di Indonesia. Jika 

ditabulasikan lebih lanjut dalam grafik plot series dengan mengklasifikasikan 4 

kuadran wilayah terdampak, maka dapat diklasifikasikan; (1) Daerah dengan 

pertumbuhan jumlah kasus COVID-19 tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah, 

(2) Daerah dengan pertumbuhan jumlah kasus COVID-19 tinggi dan 

pertumbuhan ekonomi tinggi, (3) Daerah dengan pertumbuhan jumlah kasus 

COVID-19 rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah, (4) Daerah dengan 

pertumbuhan jumlah kasus COVID-19 rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi. 

Berikut ini hasil tabulasi yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 

dan BPS Indoenesia. 
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Gambar 1. Kudran Wilayah Terdampak COVID-19 Berdasarkan Pertumbuhan 
Jumlah Kasus dan Pertumbuhan Ekononomi Daerah-Daerah di Indonesia 

 

 
Sumber: BPS, 2021 & Satgas COVID-19, 2021 (diolah) 

 
Berdasarkan hasil klasifikasi daerah terdampak COVID-19 dalam kontek 

pertumbuhan jumlah kasus dan pertumbuhan ekonomi, maka daerah dengan 

kondisi mengkhawatirkan (Kuadran I) adalah Provinsi DKI jakarta dan Jawa 

Barat. Daerah pada kuadran I ini berada dalam kelompok wilayah dengan 

pertumbuhan jumlah kasus tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah pada tahun 

2020. Sementara itu, daerah dengan kondisi pertumbuhan jumlah kasus rendah 

dan pertumbuhan ekonomi rendah (Kuadran III) adalah Aceh, Sumut, Jambi, 

Sumbar, Riau, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Kepri, Babel, DIY, Jateng, Jatim, 

Banten, NTB, NTT, dan Bali. Daerah dengan jumlah kasus rendah dan 

pertumbuhan ekonomi tergolong stabil (kuadran IV adalah Kalbar, Kalteng, 

Kalsel, Kaltim, Sulut, Kaltara, Kalbar, Sulteng, Sulteg, Sulbar, Gorotalo, Maluku, 

Maltara, Papua, Papua Barat. 

Pengelompokkan dengan grafik kuadran plot series ini menggambarkan 

bahwa sebagian besar daerah (sebanyak 20 Provinsi) mengalami gejolak 
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jawa seperti Provinsi DKI jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur 

masih menjadi episentrum pertumbuhan COVID 19 yang tinggi dengan total 

kontribusi pertumbuhan kasus sebesar 60% dari seluruh sebaran daerah COVID-

19. Daerah yang masih bertahan dalam kategori pertumbuhan ekonomi rendah 

disebabkan karena pertumbuhan jumlah kasus COVID-19 tergolong rendah.  

Kajian yang dilakukan oleh Fakrika dan Roy (2020) maupun Yamali dan Putri 

(2020) menegaskan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi secaa langsung 

diakibatkan oleh Pandemi virus Corona yang mulai mempengaruhi semua aspek 

kehidupan dan kegiatan perekonomian.   

COVID-19 bukan hanya merengut jiwa, tetapi juga menimbulkan dampak 

bagi kehidupan masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai 

dampak dari pandemi COVID 19, menimbulkan skeptis dan ekspektasi yang 

buruk, mulai dari pusat sampai daerah-daerah di Indonesia. Fase pembatasan 

sosial, karantina, isolasi, protokol kesehatan telah menjadi tatanan baru (new 

normal) aktivitas masyarakat, termasuk ekonomi atau dunia usaha. Pada 

kenyataan, hingga tahun 2021 masih menimbulkan adaya trade of antara prioritas 

kebijakan kesehatan dan kebijakan sosial-ekonomi. 

Arah kebijakan Pandemi COVID-19 seakan-akan memisahkan prioritas 

penangan kesehatan dengan pemulihan ekonomi. Wardhana (2020) melalu kajian 

dan kebijakan arah riset pasca COVID-19 mengutarakan bahwa guncangan 

terhadap sistem kesehatan berpengaruh pada prioritas alokasi fiskal, dimana 

adanya pengalihan perhatian ke sektor kesehatan yang berimplikasi pada 

penurunan prioritas sektor-sektor non-kesehatan yang berpotensi mengubah 

haluan pembangunan. Secara spesifik, daerah-daerah di Indonesia (provinsi dan 

kabupatan/kota) perlu melakukan inovasi kebijakan strategis penanganan 

dampak COVID-19. Inovasi ini diimplementasikan dengan solusi kebijakan 

konkret untuk menangani 2 masalah utama, yaitu tentang jaminan layanan 
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kesehatan (vaksin, ketersediaan infrastruktur kesehatan, perawatan pasien)  dan 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdiri dari kinerja lapangan usaha, 

daya beli, kestabilan harga, kesempatan kerja, dan bantuan sosial. 

Kegiatan ekonomi yang terdampat dapat tinjau dari 2 hal, pertama demand 

side dan supply side. Berdasarkan hasil pendataan kondisi perekonomian yang 

dihimpun dari Badan Pusat Statistik sepanjang tahun 2020 dan triwulan I 2021, 

kontraksi perekonomian terjadi pada sisi demand side dan supply side. Pada sisi 

demand side, hanya kegiatan pengeluaran pemerintah saja  yang mengalami 

positive rate sebesar 1,94%. Sementara sisi lain seperti konsumsi, investasi, dan 

ekspor-impor mengami minus pertumbuhan rata-rata -7,9%. Sementara itu, pada 

sisi supply side tantangan ekonomi yang dihadapi pelaku usaha sebagai akibat 

dari physical distancing dan Pembatasan Sosial Bersakal Besar (PSBB), telah 

menurunkan kapasitas produksi sebesar 8,36% (berhenti beroperasi) dan 24,31% 

(mengurangi kapasitas jam kerja, mesin, dan tenaga kerja). Dari total jumlah 

angkatan kerja sebesar 205,36 juta jiwa, persentase penduduk yang terkena 

dampak COVID-19 sebesar 9,36% atau 1,62 juta mengalami pengangguran karena 

COVID-19. 

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Presiden (Perpres) RI 54/2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) 23/2020 

bertujuan untuk melindungi, mempertahan, dan meningkatkan kemampuan 

ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Regulasi Nasional ditengah 

Pandemi Covid-19 telah mengatur kerangka PEN melalui 5 sumber fiskal dan 

moneter yaitu Penanaman Modal, Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, 

Penjaminan, dan Belanja Negara (Kemenkeu, 2020). Pemulihan Ekonomi 

Nasional berdasarkan uraian Kacaribu (2020) dalam Media Briefing Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat dilakukan melalui mekanisme fiskal 
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belanja negara, pembiayaan, tambahan belanja sektoral yang terdampak, dan 

insentif daerah.  

Secara spesifik, daerah-daerah yang terdampak Covid-19 memperoleh Dana 

Insentif Daerah (DID) untuk percepatan pemulihan ekonomi. Anggaran yang 

ditetapkan dalam Perpres RI 54/2020 sebesar Rp.14,7 T.  Namun demikian, Modjo 

(2020) meragukan kebangkitan ekonomi nasional meskipun adanya sejumlah 

program pemulihan ekonomi dikarenakan adanya kebijakan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) yang menghambatkan kegiatan usaha dan investasi 

domestik. 

Wakaf disamping zakat, infak dan sedekah merupakan pranata keagamaan 

dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya 

pemecahan masalah-masalah social-kemanusiaan, seperti penanganan kesehatan 

dan ekonomi ditengah dan pasca Pandemi Covid-19. Pengembangan dan 

pengelolaan wakaf secara produktif dapat menjadi solusi jangka menengah dan 

panjang bagi penanganan dampak bencana wabah pandemi Covid-19 seperti 

layanan kesehatan wakaf dan pemulihan ekonomi dari pengelolaan aset wakaf 

yang berdaya ungkit ekonomi.  

Fakta saat ini, jumlah harta wakaf Indonesia berupa tanah memili cakupan 

luas lahan 53.243,60 Ha yang tersebar di 399.843 lokasi (Sistem Informasi Wakaf 

Kemang, 2020). Pada September 2020, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan 

pengembangan wakaf sukuk atau cash waqf linked sukuk (CWLS) guna 

meningkatkan pembangunan daerah.   Gagasan Kebijakan CWLS Aceh akan 

membuka simpul untuk menggerakkan ekonomi dengan pengembangan 

investasi sukuk pada proyek strategis nasiona. 

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa potensi aset wakaf di 

Indonesia mencapai Rp2.000 triliun per tahun, dengan total jumlah tanah wakaf 

mencapai 435 ribu hektar. Provinsi Aceh menduduki peringkat tertinggi dari sisi 
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luasan tanah wakaf di Indonesia. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 12 % yang 

sudah memiliki sertifikat dan sisanya 88% belum memiliki sertifikasi (Maulana 

et. al, 2020). Jika asset wakaf tidak bisa dikelola dengan baik yang memberikan 

kemashlahatan bagi masyarakat, maka potensi ini akan tersia-siakan, padahal 

Indonesia butuh biaya yang besar untuk melakukan pemulihan kesehatan 

maupun ekonomi karena COVID-19. 

Pada tahun 2018, BWI, Bank Indonesia dan International Research of Training 

Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IsDB) melakukan inisiatif penyusunan  

Waqf Core Principles (WCP) untuk memberikan deskripsi tata kelola manajemen 

dan sistem pengawasan wakaf untuk program pengembangan ekonomi. 

International Working Group on WCP (2018) melakukan strukturisasi 

pengembangan tata kelola wakaf Indonesia yaNg terdiri dari Legal Foundation, 

Waqf Supervison, Good Waqf Governance, Risk Management, dan Shari’ah 

Governance.   

Indonesia berpeluang menghasilkan terobosan dan inovasi kebijakan berbasis 

pranata keaagamaan yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi ditengah dan 

pasca pandemi Covid-19.  Peluang yang besar ini didukung dengan adanya 

regulasi dana tata kelola wakaf yang menyeluruh di daerah dalam hal aktivitas 

pelayan publik dan pembangunan. Dari sudut pandang ini,  pemulihan ekonomi 

Nasional dapat dilakukan melalui pengelolaan dan pengembangan harta wakaf 

secara strategis dan inovatif guna memberikan daya ungkit ekonomi masyarakat 

untuk keluar dari dampak Covid-19.  

Kajian strategis nasional untuk pengembangan WCP dalam rangka Program 

PEN perlu dilakukan dengan sejumlah gagasan, di antaranya inisiatif model 

wakaf ditengah Pandemi Covid 19, Framework Wakaf Produktif pemulihan 

ekonomi, dan formulasi strategi  kebijakan WCP untuk penanganan dampak 

COVID-19. Formulasi kebijakan akan didekati dengan Model Interpretative 
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Structural Modeling (ISM) yang memberikan ruang  bagi stakeholder untuk 

melakukan perubahan dan pengembangan sistem formulasi kebijakan WCP 

untuk Program PEN. 

Model pengembangan WCP dapat diadopsi untuk kebijakan nasional dengan 

memperkuat tata kelola wakaf untuk penanganan Program PEN. Artinya, 

bagaimana aset wakaf dapat digunakan untuk membiayaan kebutuhan kesehatan 

masyarakat dalam menghadapai Covid-19 dan memberikan daya ungkit 

ekonomi masyarakat yang berdampak Covid-19 jangka menengah dan jangka 

panjang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Hal utama yang harus menjadi fokus dalam penanganan Pandemi Covid-19 

adalah jaminan layanan kesehatan secara prima berdasarkan kriteria standar 

kesehatan. Selain itu, penanganan Covid-19 juga perlu mempertimbangkan aspek 

dampak ekonomi masyarakat. Ada jurang (gap) yang masih terjadi antara 

kebutuhan ekonomi dengan prioritas penangangan kesehatan ditengah Pandemi 

COVID-19.  

Inovasi kebijakan berbasis pranata keagamaan perlu ditelaah secara 

mendalam untuk menyelesaikan gap antara ekonomi dan kesehatan. Pemulihan 

ekonomi melalui instrumen kebijakan wakaf berpeluang untuk dikembangkan 

lebih lanjut, mengingat adanya peralihan manfaat untuk keadaan yang darurat. 

Thaib (2018) memandang bahwa harta wakaf selama ini kebanyakan 

pemanfaatannya cendrung masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara 

produktif. 

Kajian model pengembangan WCP untuk Program PEN dalam  penanganan 

dampak COVID-19 menawarkan 3 rumusan masalah peneltian  
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1. Apa masalah-masalah yang dihadapi dalam kerangka pengembangan 

Wakaf untuk pemulihan ekonomi nasional ditengah Pandemi COVID-19 

di Indonesia ? 

2. Bagaimana strategi dan kebijakan prioritas untuk pengembangan WCP 

guna memperkuat Program PEN ditengan COVID-19?  

3. Siapakah sajakah stakeholder yang berperan dalam pengembangan WCP 

di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Kebijakan wakaf produktif berbasis pranta keagamaan diarahkan untuk 

mempertemukan antara penangan dampak Covid-19 secara kesehatan dan 

ekonomi. Secara umum, Tujuan utama dalam penelitian ini adalah melakukan 

sinkronisasi kebijakan wakaf produktif dibidang kesehatan dan pemberdayaan 

ekonomi ditengah Pandemi Covid-19 di Indonesia. Secara spesifik Model 

pengembangan wakaf produktif bertujuan untuk: 

1. Mengidentifikasi masalah-masalah pengelolaan Wakaf untuk pemulihan 

ekonomi Nasional ditengah Pandemi COVID-19 

2. Menghasilkan model strategi dan kebijakan prioritas untuk 

pengembangan WCP guna memperkuat Program PEN ditengah COVID-

19 

3. Menetapkan stakeholder yang berperan sebagai aktor dalam 

pengembangan WCP di Indonesia. 

 
D. Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini berkontribusi secara signifikan dalam kajian strategi nasional 

untuk pengembangan WCP sebagai stategi kebijakan pemulihan ekonomi 

nasional akibat Pandemi COVID-19. Model pengembangan WCP yang digagas, 

memiliki kemanfaatan antara lain: 
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1. Bagi akademik, penelitian ini melahirkan suatu gagasan invensi dari 

kampus untuk model pengembangan WCP sebagai suatu framework 

pemulihan ekonomi Nasional akibat Pandemi COVID-19.  

2. Bagi pengambil kebijakan, hasil model pengembangan WCP yang 

ditawarkan dapat digunakan oleh stakeholders secara implementatif 

untuk memformulasikan kebijakan tata kelola wakaf yang sesuai dengan 

stataegi pemulihan ekonomi nasional akibat Pandrmi COVID-19. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS  

 

A. Konsep Wakaf 

Definisi wakaf secara bahasa berarti menahan, kata “wakaf” sendiri 

merupakan serapan dari bahasa Arab, yaitu: وقف merupakan ism mashdar dari 

waqafa, yang berarti berhenti, atau “habasa” yang berarti menahan.  Wakaf juga 

berarti al-Man’u (المنع) yang memiliki arti yang sama yaitu penahanan.  

Di dalam al-Qur’an, Allah SWT tidak menyebutkan secara detil tentang 

konsep wakaf. Ungkapan yang digunakan bersifat umum yaitu: (1) “al-Birr” (QS. 

Ali Imran: 92), (2) al-Khair (al-Hajj: 22), (3) ‘Amal al-Shalih (QS. Al-Nahl:97), (4) 

al-Shadaqah (QS. al-Taubah:60), dan (5) infaq fi sabilillah (QS. Al-Baqarah: 261). 

Dari beberapa ayat yang penulis sebutkan, menunjukkan bahwa konsep wakaf 

tersebut merupakan suatu amal kebaikan yang hartanya mesti terjaga, harus 

dikembangkan dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh umat Islam.  

Muhammad Abduh dan Syekh Rasyid Ridha ketika menafsirkan QS. Al-

Baqarah ayat 261 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan konsep infak 

tersebut adalah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya oleh orang lain. 

Sekalipun, dalam al-Qur’an tidak disebutkan secara langsung tentang wakaf, 

namun ayat tersebut dapat dijadikan dalil tentang pensyariatan wakaf. Sebab 

harta wakaf wajib diproduktifkan dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan 

umat, baik untuk pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lainnya (Abduh dan 

Ridha, 2020). 

Sementara di dalam hadis Nabi SAW, tidak disebutkan juga kata wakaf, 

namun yang disebut adalah shadaqah jariyah, diantaranya hadis yang 

diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda “Apabila manusia 

telah meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah 
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jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakan untuknya. 

(HR. Muslim. No. 1631).  

Imam Nawawi menyebutkan bahwa perbuatan anak adam akan terhenti 

ketika mati menjemputnya, begitu juga dengan pahalanya, kecuali tiga hal yang 

disebutkan di dalam hadis. Hadis ini menegaskan bahwa shadaqah jariyah yang 

dimaksudkan di sini adalah wakaf dan ini menunjukkan tentang pensyariatan 

wakaf (al-Nawawi, J.11:185).  Adapun di dalam hadis-hadis lain, seperti hadis 

yang diriwayatkan Usman bin Affan (HR. Tirmizi. No. hadis 3703), Umar bin 

Khattab (HR. Bukhari dan Muslim), Anas bin Malik (Bukhari, No. Hadis 1403) itu 

menyatakan tentang praktik wakaf sumur yang dilakukan oleh Usman bin Affan, 

wakaf tanah di Khaibar oleh Umar bin Khattab, dan wakaf kebun kurma oleh Abu 

Thalhah. Hadis-hadis ini menunjukkan tentang bagaimana harta wakaf telah 

berkontribusi besar dalam peradaban Islam baik dalam bidang ekonomi, 

pendidikan kesehatan dan lainnya.   

Adapun wakaf secara terminologi, diungkapkan oleh para ulama Mazhab 

Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Ulama Mazhab Hanafi mengartikan wakaf 

dengan menahan materi benda (al-‘ain) milik wakif dan menyedekahkan atau 

mewakafkan manfaatnya untuk tujuan kebajikan (Ibn Abidin, 1994: VI/al-

Hummam, t.th: 2/357). Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan 

harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Bahkan 

menurut Abu Hanifah, jika orang yang mewakafkan tersebut meninggal dunia, 

maka pemilikan harta yang diwakafkannya berpindah menjadi hak ahli warisnya 

(al-Zuhailī, 2008: VIII/151).  

Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf menjadikan manfaat suatu 

harta yang dimiliki baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada 

orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan 

apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan (wakif). Adapun masa 
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berlakunya harta yang diwakafkan tidak untuk selama-lamanya, melainkan 

hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai keinginan orang yang berwakaf pada 

saat mengucapkan sighat wakaf (al-Zuhailī, 2008: VIII/154). Mazhab Hanbali 

mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sangat sederhana, yaitu menahan asal 

harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudamah, t.th.: 

6/185). 

Definisi wakaf dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, 

menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan 

dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 

keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. 

Dari berbagai definisi wakaf di atas menunjukkan bahwa harta wakaf adalah 

harta yang dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kepentingan umum 

dengan mengekalkan harta wakaf itu sendiri. Sehingga pengelolaan harta wakaf 

sangat berbeda dengan pengelolaan harta zakat. Harta wakaf lebih fleksibel dan 

bisa digunakan dalam berbagai pengembangan ekonomi dan sosial 

kemasyarakatan ke arah menciptakan masyarakat yang berdaya dari sisi 

ekonomi, pendidikan dan kesehatan dan lain-lain, sedangkan harta wakaf itu 

sendiri dijaga dan dirawat secara baik oleh nadhir. 

 

B. Lesson Learn Tata Kelola Wakaf di Beberapa Negara 

Wakaf merupakan Ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. 

Dalam peradaban Islam, instrument wakaf telah memainkan peranan penting 

dalam kemajuan bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, kesehatan, dan 

pembangunan berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, laboratorium 

obat-obatan, dan penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran (al-Sayid, 

1404H: 282-292).   
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Pengelolaan wakaf telah mengalami perubahan signifikan sepanjang sejarah, 

mulai dari desentralisasi, semi-sentralisasi dan kemudian menjadi sentralisasi. 

Perubahan ini tentunya disebabkan oleh beberapa hal antara lain, bertambahnya 

aset wakaf, penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh para nazir serta 

beragam alasan lainnya. 

Pada masa Nabi Muhammad SAW, pengelolaan wakaf sangat sederhana di 

mana si pewakaf dapat memilih apakah dia akan mengelola aset wakaf itu sendiri 

atau menunjuk orang lain untuk mengelola aset wakafnya itu. Di samping itu, si 

pewakaf dan nazir yang ditunjuk itu dapat mengambil sedikit hasil keuntungan 

dari aset wakaf yang dikelola tersebut (Omar dan AB. Rahman, 2015). Cara 

pengelolaan seperti ini dikenal dengan nama desentralisasi. 

Seiring perkembangan waktu, Najib (2006) menguraikan perkembangan pada 

masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik, sebuah lembaga yang diberi nama 

Diwan al-Ahbas dibentuk untuk melindungi aset wakaf dari penyelewengan. 

Pada masa yang sama, Tawbah bin Numir juga diangkat sebagai Hakim Agung 

di Mesir untuk melakukan supervise terhadap aset wakaf dan sekaligus 

melakukan registrasi aset yang bersangkutan. Pada masa itu, semua aset wakaf 

umum (publik) dikelola di bawah Diwan al-Ahbas, sedangkan wakaf khusus 

(keluarga) dikelola oleh si pewakaf sendiri ataupun nazir yang ditunjuknya. Jika 

ada perselisihan atau sengketa terhadap aset wakaf keluarga itu, barulah kasus 

itu dirujuk kepada Diwan al-Ahbas (Abduh dan Ridha, 2020). Model pengelolaan 

seperti ini dikenali sebagai semi-sentralisasi. 

Pada abad ke-19, di masa menjelang berakhirnya Kesultanan Turki Usmani, 

Sultan Mahmud II, membentuk Kementerian Wakaf untuk mengelola aset wakaf. 

Pembentukan Kementerian Wakaf ini menyebabkan supervisi aset wakaf 

dilakukan oleh sebuah biro sentral yang berada di Istanbul. Pola pengelolaan 

seperti ini disebut dengan sentralisasi yang sedikit demi sedikit diikuti oleh 
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hampir semua negara yang lain seperti Mesir, Tunisia, Syria, Sudan dan Malaysia 

(Djunaidi dan Al Asyar, 2006). 

Pada akhir abad ke-20, kita lihat bahwa isu wakaf kembali muncul ke 

permukaan dan sedikit demi sedikit masuk ke arus utama. Isu-isu mengenai 

perlunya revitalisasi dan membangunkan aset wakaf semakin marak dibicarakan 

dalam berbagai diskursus. Hal ini mendorong beberapa negara untuk mencari 

formula yang tepat dalam mereformasi tata kelola wakaf di negara masing-

masing. Maka lahirlah berbagai lembaga baru yang dibentuk khusus untuk 

mengelola dan mengembangkan aset wakaf di negara bersangkutan. Sebagai 

contoh, pemerintah Kuwait membentuk Kuwait Awqaf Public Foundation (1993), 

Singapura pula membentuk Warees pada tahun 2000 yang diberi tugas khusus 

untuk mengella dan mengembangkan aset wakaf (Omar dan AB. Rahman, 2015). 

Pengelolaan wakaf di negara-negara Muslim dapat dikatakan sangat 

berkembang. Di Mesir yang mewakili benua Afrika, pengelolaan wakaf sangat 

baik dan produktif, terutama wakaf yang dikelola oleh Universitas Al-Azhar.  

Hampir separoh tanah yang ada di Mesir dikelola oleh Al-Azhar. Dimana 

hasilnya dimanfaatkan untuk aktivitas pendidikan di Al-Azhar.  

Sebagai contoh, wakaf susu untuk kesehatan para Ibu dan bayinya 

sebagaimana yang dilakukan oleh Salahudin al-Ayubi. Ia menyediakan susu dan 

air di pintu gerbang masuk benteng. Para ibu akan datang dua hari dalam 

seminggu untuk mengambilnya sesuai dengan kebutuhannya (al-Sayid, 2001).   

Pada masa Abbasiyah terkenal dengan wakaf berbasis kesehatan. Semua 

kegiatan kesehatan, mulai dari pembangunan rumah sakit, obat-obatan, 

pengembangan ilmu kedokteran, gaji para dokter dan perawat dibiayai dari hasil 

wakaf, begitu juga di era Umayyah di Andalusia (Ali Jum’ah, 1993:117 dan Umar 

Shalih bin Umar, 2005).  Di Tharablus, ada wakaf untuk kesehatan jiwa, dimana 

ada dua orang yang ditugaskan setiap hari untuk membisikkan kepada pasien 
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bahwa si fulan sudah baik kondisinya hari ini. Kedua pegawai tersebut dibiayai 

dari harta waqaf. Hal yang sama juga terjadi di Rumah Sakit Sulthan Qalawun di 

Kairo, Rumah Sakit memberikan pembiayaan pengobatan untuk meringankan 

beban biaya bagi pasien yang sakit (Al-‘Ani, 1431H:170). 

Di Mekkah keberhasilan yang fenomenal dicapai dengan penerbitan sukuk al-

intifa’a untuk mengembangkan Menara Zam Zam, yang berada di dekat Masjid 

Haram. Kolaborasi antara Ben Laden Group dan Munshaat berhasil 

memperkenalkan satu inovasi baru dalam produk keuangan Islam melalui hak 

manfaat yang dijual kepada investor untuk tenor jangka panjang sebanyak 24 

tahun. Omar dan Rahman (2015) menerangkan bahwa struktur pembiayaan 

pembangunan Menara Zam Zam dilakukan dengan instrumen sukuk al-intifa’a 

sebesar USD 390 juta dengan tujuan mendapatkan dana konstruksi pembangunan 

itu. 

Kajian dan kebijakan strategis pengembangan wakaf secara global terus 

mengalami perkembangan. Negara-negara mulai melakukan formulasi kebijakan 

tata kelola wakaf untuk mengembangkan pengelolaan wakaf secara lebih 

produktif dan sustainable.   

Di benua Asia bagian Timur Tengah, Saudi Arabia mengembangkan WCP 

dengan membentuk suatu kementerian spesifik yang mengangani pengelolaan 

wakaf. yang dikembangkan. Saudi Arabia berdasarkan kajian yang dilakukan 

oleh Djunaidi dan Al Asyar (2016), membentuk kementrian spesifik yang 

menangani bagian wakaf. Kementrian wakaf Saudi Arabia memiliki wewenang: 

(1) mendata harta wakaf, mengetahui kondisinya dan menetapkan teknik 

pengelolaannya; (2) menentukan langkah-langkah pengembangan, termasuk 

dalam penanaman modal dan peningkatan harta wakaf; (3) melakukan distribusi 

harta wakaf sesuai dengan tuntutan syari’at; (4) menetapkan anggaran tahunan 
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dalam pengelolaan wakaf; (5) serta menyusun dan membuat laporan pengelolaan 

wakaf.  

Selain Saudi Arabia, framework WCP pengelolaan wakaf secara sentralistik 

oleh negara juga dilakukan  di Turki.  Asset-asset wakaf dari hasil kompiliasi 

dikelola oleh Dirjen Wakaf Turki. Pengelolaan wakaf di Turki tidak lepas dari 

dukungan penuh dari pemerintah dan nadzhir-nadzhir yang kompeten dalam 

dunia bisnis dan investasi. produktif Prasetia dan Huda (2017). Disamping itu, 

berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dirjen Wakaf Turki, Negara mengelola 

wakaf yang terdiri dari 4.400 masjid, 500 asrama mahasiswa, 453 pusat bisnis, 150 

hotel, 5.348 toko, 2.254 apartemen, dan 24.809 properti lainnya (Najib 2006). 

Omar dan AB. Rahman (2015) mencoba menerangkan struktur pembiayaan 

pembangunan Menara Zam Zam dengan instrumen sukuk al-intifa’a melalui 

skema berikut ini: 

1. Lembaga wakaf Arab Saudi mengidentifikasi satu persil tanah, milik Raja 

Abdul Aziz, yang berpotensi untuk dikembangkan. Lembaga wakaf ini 

kemudian menyewakan tanah ini kepada Bin Laden Group selama 28 

tahun dengan kontrak ijarah. Bin Laden Group ini akan mengembangkan 

aset wakaf tersebut dengan menggunakan konsep Bangun-Guna-Serah 

(BOT). 

2. Bin Laden Group akan membayar harga sewa aset tanah tersebut kepada 

lembaga wakaf Arab Saudi. 

3. Bin Laden Group kemudian bekerjasama dengan Munshaat untuk 

membangunkan aset itu. Munshaat kemudian mengeluarkan sukuk al-

intifa’a sebesar USD 390 juta dengan tujuan mendapatkan dana konstruksi 

pembangunan itu. 
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4. Munshaat kemudian menawarkan sukuk intifa’a tersebut kepada calon 

investor yang mau menanam modal sebagai bukti pemililikan hak 

manfaat terhadap Menara Zam Zam itu. 

5. Dana sebanyak USD 390 berhasil dikumpulkan hanya dalam masa dua 

minggu saja setelah sukuk al-intifa’a diterbitkan. 

6. Dana yang dikumpulkan itu diserahkan kepada Bin Laden Group untuk 

dijadikan modal membangun Menara Zam Zam. 

7. Konstruksi Menara Zam Zam itu dilakukan selama tiga tahun mulai 2003 

dan selesai pada tahun 2006. 

Keberhasilan model pembiayaan ini merupakan salah satu terobosan baru 

yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam membangun aset wakafnya. Sebelumnya 

pembiayaan hanya menggunakan sistem Bangun-Serah-Guna (BOT) seperti biasa 

di mana developer sendiri yang akan mengucurkan dana.  

Secara ringkas, hasil kompilasi pengelolaan wakaf di beberapa negara dapat 

dibagi dalam pengelompokan berdasarkan tipologi sentralistik, Semi Sentralistik 

(berbentuk badan otonom), Local Community Boad. Hasil kajian tata kelola 

wakaf di beberapa negara yang dilakukan oleh Kasdi (2017), Fauza (2015), Shafii 

et al. (2015), Baird Zars (2014), setidaknya menghasilkan temuan bahwa tiap 

tipologi berkontribusi dalam pengembangan wakaf secara modern untuk 

meningkatkan kemaslahatan harta wakaf. Berikut ini ditampilkan hasil kompilasi 

tipologi pengelolaan wakaf dibeberapa negara. 

Tabel 1. Tipologi Regulasi dan Manajemen Pengelolaan Wakaf di Beberapa 
Negara 

Regulasi dan 
Manajemen 
Pengelolaan 

Negara Kelembagaan 

Sentralistik Publik Mesir, Malaysia 
Bangladesh, Turki, 
Yordania 

1. Badan Wakaf Mesir 
2. Malaysia Majelis Agama 

Islam Negeri (MAIN) 
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3. Bangladesh 
Kementerian Agama 
Wakaf Bagian 
Administrator of waqf 

4. Dirjen Wakaf Turki 
5. Kementerian Wakaf dan 

Urusan Agama 
Yordania 

Semi Sentralistik 
berbentuk Badan / 
Local Community 
Board 

Saudi Arabia,  
Kuwait, 
Indonesia, Sudan 

1. Majelis Tinggi Wakaf 
yang diketuai oleh 
Menteri haji dan Wakaf  
Saudi Arabia 

2. Kementerian Wakaf 
Kuwait 

3. Badan Wakaf Indonesia  
4. Badan Wakaf Islam 

Sudan 
 

Diadopsi dari beberapa sumber: Kasdi (2017), Fauza (2015), Shafii et al. (2015), Baird Zars (2014) 

 

C. Kerangka Teori Waqf Core Principles (WCP) 

Regulasi wakaf di Indonesia secara formil disahkan tahun 2004, yang ditandai 

dengan lahirnya UU No. UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang terdiri dari 

71 Pasal. UU No 41 tahun 2004 ini mengatur tata kelola wakaf dan perluasan 

harta/benda wakaf dalam spektrum yang lebih luas pemanfaatanya. Legislasi 

perkembangan regulasi wakaf di Indonesia semakin menguat dengan terbitnya 

beberapa regulasi turunan sebagaimana dihimpun oleh BWI (2018): 

1. Peraturan Pemerintah RI No. 42 tahun 2006  sebagai pelaksana dalam 

perwakafan pada UU No. 41 tahun 2004 yang diubah kembali dalam  PP 
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Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf.  

2. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi 

Pendaftaran Wakaf Uang. 

3. Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara 

Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang. 

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Pendaftaran Tanah Wakaf. 

Dalam perkembangannya, BWI juga mengeluarkan beberapa Peraturan yang 

secara spesifik mengatur tata kelola dan kebijakan wakaf yang lebih 

implementatif untuk dikembangkan secara Nasional dan Daerah. Prinsip-Prinsip 

Pokok Tata Kelola Wakaf (Waqf Core Principles atau WCP) dikembangkan pada 

tahun 2018 oleh BWI, Bank Indonesia, dan IRTI-IsDB sebagai dokumen acuan 

yang dapat dijadikan referensi bagi pengambil kebijakan atas pengelolaan wakaf 

dalam suatu sistem hukum/pemerintahan (International Working Group on 

WCP, 2018).  Selain Indonesia, International Working Group on Waqf Core 

Principles beranggotakan Lembaga Wakaf Internasional yang terdiri dari Kuwait, 

Afrika Selatan, Bosnia, Australia & New Zealand (Iskandar et al. 2020) 

WCP bertujuan untuk panduan Standar Operasional Prosedural (SOP) 

Wakaf yang lebih praktis dan rule system dalam meningkatkan upaya 

pengembangan harta wakaf di  Indonesia. WCP dilengkapi dengan mulai 

disertifikasinya nazhir yang didukung adanya monitoring dan evaluasi dari 

regulator BWI tingkat nasional, provinsi mapun tingkat kabupaten dan kota 

(Lubis dan Latifah, 2019). Kerangka kerja WC, terdiri dari 5 area ini, yaitu fondasi 
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hukum, pengawasan wakaf, tata kelola wakaf yang baik, manajemen risiko, dan 

tata kelola Syariah. berikut ini 29 prinsip-prinsip yang diatur dalam WCP. 

Gambar 2. Waqf Core Prinsiples Area 

 

Sumber: Saptono, 2021 

Area substansi yang terkandung dalam WCP secara umum belum 

menjelaskan secaa spesifik hal-hal yang berkaitan dalam hal penggunaan wakaf 

tunai untuk pembiayaan. Hal tersebut mendapat sorotan oleh Utomo et al. (2020), 

dimana adanya kelemahan WCP dari segi tata kelola wakaf tunai pada aspek 

pengumpulan, pengelolaan, dan pengembangan wakaf uang. Regulasi saat ini 

belum memberikan suatu ketegasan yang cukup bagi otoritas dan institusi terkait 

dalam proses pengawasan dan implementasi wakaf tunai secara transparan di 

Indonesia. Maka dalam tata kelola wakaf yang terus dinamis, perlu adanya gagsa 

pengembangan lebih praktis tentang model WCP yang responsif terhadap 

pemulihan ekonomi nasional ditengah Pandemi COVID-19. 

 

D. Kajian Terdahulu 

Tata  kelola wakaf telah mengalami perubahan signifikan sepanjang sejarah, 

mulai dari desentralisasi, semi-sentralisasi dan kemudian menjadi sentralisasi. 
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Perubahan ini tentunya disebabkan oleh beberapa hal antara lain, bertambahnya 

aset wakaf, penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh para nazir serta 

beragam alasan lainnya. WCP sebagai suatu panduan yang mengatur princip-

prinsip tata kelola wakaf yang lebih praktis perlu dikembangkan secara sinergis 

dengan program-program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. 

Berkaitan dengan sektor keuangan, telaah yang dilakukan oleh Iskandar et al. 

(2020) dengan uji Partial Least Squared (PLS) menemukan bahwa Implementasi 

WCP berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan secara langsung. Dimensi 

Sharia Governance memiliki nilai factor loading paling tinggi, atau dengan kata lain 

aspek kepatuhan Syariah menjadi determinaan utama dalam peningkatan kinerja 

sektor keuangan Syariah.   

Untuk permasalahan ekonomi ditengah Pandemi Covid-19, Pasal 22 UU No 

41 tahun 2004 tentang wakaf menjabarkan tujuan wakaf dapat diperuntukan 

dalam bidang kesehatan melalui integrasi wakaf  tanah dan uang. Terkait dengan 

pengembangan harta wakaf, para ulama telah mengadakan berbagai ijtihad 

terkait dengan model-model wakaf yang dijalankan. Kunci utama pengembangan 

harta wakaf terjaga asetnya, hartanya dikembangkan dan hasilnya dimanfaatkan 

untuk kemaslahatan umat. Di sektor kesehatan, Hazami (2016) menyoroti 

pentingnya pemberdayaan umat secara produktif untuk membangun sarana 

kesehatan untuk memperkuat perekonomian dan kesejahteraan umat dengan 

memperkuat posisi nadhir. Kajian ini difokuskan pada pemberdayaan nadzir 

dalam mengembangka manfaat wakaf secara berkelanjutan. Namun dari sisi 

kebijakan regulasi pemerintah daerah belum ditelaah lebih mendalam. 

Al-‘Ani (2020) menyebutkan bahwa harta wakaf dapat digunakan dalam 

pemulihan ekonomi dan kesehatan dengan ketentuan adanya skim khusus wakaf 

pada bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi dengan menggunakan dua 

kaidah, yaitu; (a) mengabaikan syarat pewakaf. Kaidah ini dijalankan 
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berdasarkan kepada pendapat para ulama Hanafi yang menyatakan bahwa 

persyaratan yang menghilangkan kemaslahatan wakaf atau pemanfaatan hasil 

wakaf maka syarat tersebut batal (Ibn Abidin, J.4:343); (b) perubahan tingkat 

maqasid. Imam Ghazali telah meletakkan tingkatan maqasid tersebut kepada 

primer, sekunder, dan terseier dan disepakati oleh para ulama urutan tersebut. 

Imam Ghazali dalam hal ini menegaskan bahwa urutan tersebut berdasarkan 

kepada kemaslahatan yang sangat penting (Imam Ghazali, 172).  Dari kedua 

kaidah ini Al-‘Aini menyimpulkan bahwa pemulihan ekonomi dan kesehatan 

dengan harta wakaf pada era pandemi covid ini adalah sangat dharuri karena 

menyelamatkan jiwa manusia.   Fuad ‘Umar (2020) juga menyebutkan bahwa di 

era pandemi ini sangat perlu menjaga ‘ain waqaf dan memanfaatkan hasil wakaf 

dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan. 

Dalam konteks membangun harta wakaf produktif, ada banyak sumber-

sumber pembiayaan yang digunakan baik dalam skala sederhana atau dalam 

skala besar. Paling tidak, seperti yang disebutkan oleh Omar dan AB. Rahman 

(2015), ada empat kategori pembiayaan wakaf produktif. Pertama, pembiayaan 

secara pinjaman. Kedua, pembiayaan secara kerjasama pemerintah dan swasta. 

Ketiga, pembiayaan melalui investasi dari sektor korporasi. Keempat, 

pembiayaan secara langsung melalui wakaf tunai.  

Aplikasi Interpretative Structural Modeling (ISM) untuk pengembangan 

wakaf tunai oleh Rusydiana (2018) menghasilkan temuan bahwa strategi ini 

dalam framework pembangunan wakaf tunai antara lain transparansi dan 

akuntabilitas lembaga wakaf, kualitas nazhir, dan strategi pemasaran yang 

inovatif. Pengembangan institusi pendidikan wakaf menjadi faktor kunci dalam 

pengembangan wakaf uang di Indonesia atau kuadaran 4 yang dikenal dengan 

Independent factors (strong driver – weak dependent variables).   
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Dimasa Pandemi COVID-19, Iskandar et al. (2020) merekomendasikan perlu 

pengembangan wakaf uang, wakaf produktif, dan waqf linked sukuk dan wakaf 

insfrastruktur untuk kebijakan ekonomi dan sistem keuangan sosial Islam. 

Intermediasi Ekonomi dan keuangan Sosial Islam menurut Faisal (2020)  

merupakan fungsi wakaf untuk mewujudukan keadilan sosial dan kemanusiaan 

sebagaiamana perwujudan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

2005-2025. Pembiayaan dalam bentuk tambahan modal usaha bagi koorporasi 

UMKM yang terdampak COVID-19 dipandang lebih prioritas untuk pemulihan 

ekonomi ditengah Pandemi COVID-19.  

Sementara di era modern, negara-negara muslim sedang mendorong untuk 

pengembangan wakaf kesahatan. Sebagai contoh, kesultanan Oman telah 

mendorong untuk mendirikan celeng wakaf untuk pelayanan kesehatan dalam 

menghadapi pandemik Covid-19.  Bank Pembangunan Islam Kuwait telah 

menjalankan wakaf di bidang kesehatan sejak tahun 1993. Celeng wakaf untuk 

pemulihan ekonomi telah digagas oleh Direktur Wakaf Negara Kuwait, berupa 

celeng wakaf untuk kaum difabel dan kelompok berkebutuhan khusus dan celeng 

wakaf untuk kesejahteraan keluarga (Usamah Abd al-Majid al-‘Ani, 2020). 

Kerajaan Saudi Arabia yaitu menjalankan celeng wakaf kesehatan sejak februari 

2008, tujuanya untuk mewujudkan pembangunan kesehatan masyarakat dalam 

jangka waktu yang panjang. 

Kerangka teori untuk pengembangan wakaf secara produktif pada masa 

pandemi COVID-19 telah diajukan oleh berapa riset terdahulu. Roro et al. (2020) 

menggagas dibentuknya bank Wakf Mikro yang berperan untuk memberi 

pelayanan nasabah secara khusus yang terdampak pandemi COVID-19. Namun 

dalam gagasan ini, Bank Wakf Mikro lebih diarahkan pada sektor fasilitas dan 

layanan nasabah keuangan yang terdampak COVID-19. Pola pengembangan 

wakaf untuk sektor kesehatan yang spesifik belum dijabarkan lebih mendalam. 
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Secara spesifik terdapat sejumlah kajian pengembangan lembaga filantrophy 

Islam dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19. Model yang 

ditawarkan Gobel (2020) menggagas The National Domestic Economic Auto-

Sustainability Model (NDEAS-MODEL). Model ini menjabarkan langkah 

pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah secara berkelanjutan untuk peningkatan 

produktifitas output ekonomi, investasi, ketahanan pangan, dan lingkungan. 

Namun demikan, untuk pengembangan wakaf produktif dalam gagasan yang 

ada belum mengarah pada strategi pengelolaan wakaf untuk sektor spesifik 

layanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi ditengah pandemi COVID-19. 

Skema wakaf tunai menurut Nurjannah dan Abdullah (2020), dinilai lebih 

tepat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat Pandemi COVID-19. 

Skema wakaf tunai dapat digunakan di pembangunan berbagai prasarana 

berbasis wakaf seperti Rumah Sakit Wakaf (RSW) khusus korban COVID-19, Alat 

Pelindung Diri wakaf (APD), masker wakaf, poliklinik wakaf, Rumah Isolasi 

Wakaf (RIW), pengadaan ventilator wakaf, wakaf universitas dan lain-lain. Wakaf 

uang juga bisa disalurkan atau diinvestasikan oleh Nazhir ke berbagai sektor 

bisnis yang halal dan halal produktif untuk membantu pelaku usaha mikro yang 

terkena pandemi COVID-19. Formulasi strategi lebih lanjut untuk pengembangan 

wakaf tunai untuk sektor ekonomi dan kesehatan belum diidentifikasi, termasuk 

sinergisitas antara program pemerintah dengan nazhir untuk program-program 

investasi.  

Kebaruan dalam riset ini adalah belum adanya suatu kajian pengembangan 

tata kelola wakaf yang sinergis dengan upaya pemulihan ekonomi nasional 

ditengah Pandemi COVID-19. Panduan WCP yang sudah dihasilkan oleh BWI, 

Bank Indonesia, dan IsDB dalam International Working Group (2018), dapat 

diadopsi lebih lanjut untuk riset pengembangan WCP-Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN). Formulasi pengembamngan WCP-PEN ini tentu saja 
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dilakukan dengan mempertimbangkan aspek penanganan kesehatan dan 

pemberdayaan ekonomi sebagai suatu kebijakan yang tidak dapat dipisahkan.  

 

Tata kelola WCP ini tentu saja harus aplikabel dalam menjawab tantangan dan 

peluang penanganan pemulihan ekonomi nasional ditengah Pandemi COVID-19. 

Secara ringkas, kerangka riset dan penelitian sebelumnya dijabarkan dalam 

gambar dan tabel berikut ini. 

Tabel 2. Kajian Terdahulu 
 

Peneliti Tema Kajian Metodologi Hasil Penelitian 

Lubis dan 
Latifah, 2019. 

Strategi 
Pengembangan 
Wakaf 

Analisis Strategis 
Deskriptif  

WCP menjadi 
dokumen SOP untuk 
peningkatan kinerja 
nazhir 

Utomo et al., 
2020 

WCP Wakaf 
Tunai di 
Indonesia 

Deskriptif 
yuridis 

Kelemahan WCP dari 
segi tata kelola wakaf 
tunai dan otoritas 
institusi dalam proses 
pengawasan wakaf 
tunai  

Iskandar et al., 
2020 

Kinerja Keuangan 
Institusi Wakaf di 
Indonesia 
berdasarkan 
telaah WCP 

Uji Partial Least 
Squared (PLS) 

WCP berpengaruh 
positif terhadap 
kinerja keuangan 

Hazami, 2016 Wakaf Kesehatan Deskriptif 
Kualitatif 

Pemberdayaan wakaf 
secara produktif 
untuk membangun 
sarana kesehatan 
dengan memperkuat 
peran nadzir  

Rusydiana, 2018 Formulasi Strategi 
Wakaf Tunai 

Interpretative 
Structural 
Modeling (ISM) 

Strategi 
pembangunan wakaf 
tunai melalui 
transparansi dan 
akuntabilitas lembaga 
wakaf, kualitas 
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nazhir, dan 
pemasaran yang 
inovatif. 

Iskandar et al., 
2020 

Sistem Keuangan 
Sosial Islam untuk 
Pandemi COVID-
19 

Deskriptif 
kualitatif dengan 
content analysis 

Solusi sistem 
keuangan sosial Islam 
ditengan Pandemi 
melalui 
pengembangan wakaf 
uang, wakaf 
produktif, dan waqf 
linked sukuk dan wakaf 
insfrastruktur  

Faisal, 2020 Wakaf Tunai 
UMKM 
terdampak 
COVID-19 

Normative 
juridical 

Wakaf tunai dengan 
skema pembiayaan 
modal usaha bagi 
UMKM yang 
terdampak COVID-19. 

Roro et al., 2020 Skema Bank 
Wakaf Mikro 
Pandemi Covid-
19 

Deskripti 
kualitatif 

Bank Wakaf Mikro 
untuk pandemi 
COVID-19.  

Gobel, 2020 Kajian Filantropi 
keuangan Islam 
ditengah Pandemi 
Covid-19 

Studi 
Kepustakaan 

The National 
Domestic Economic 
Auto-Sustainability 
Model (NDEAS-
MODEL) sebagai 
kombinasi 
pengelolaan zakat, 
infak, shadaqah wakaf  

Siregar dan 
Hartini 

Kajian Wakaf 
Preneur 

Studi literatur Wakaf uang dengan 
permodalan 
enterpreneurship bagi 
dunia usaha/UMKM  

Nurjannah dan 
Abdullah, 2020 

Wakaf tunai 
untuk sektor 
kesehatan 

Studi 
kepustakaan 

Skema wakaf tunai 
prasarana kesehatan 
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Gambar 3 Kerangka Riset WPC PEN COVID-19 di Indonesia 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian Pengembangan Kebijakan WCP dalam Rangka Pemulihan 

Ekonomi Nasional akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia dilakukan dengan 

pendekatan analisis skenario suatu teknik pengambilan keputusan. Teknik 

pengambilan keputusan dalam perspektik analisis skenario kebijakan merupakan 

suatu pendekatan eksplorasi dan normatif untuk melakukan perencanaan 

strategis berdasarkan berbagai skenario pemikiran jangka panjang (Godet, 2000). 

Pendekatan sistem pakar pengambilan keputusan dikembangkan dengan 

berbagai metode seperti Soft System Methodology (SSM) (Warren et al. 2019, 

Dalkin et al. 2018, Fadhil et al. 2018, Torres 2018), System Development Life Cycle 

(SDLC) (Moore 2015, Fadhil et al. 2017, Dawson et al. 2019), Analytic Hierachy 

Process (AHP) (Saaty, 2008), Interpretive Structural Modeling (ISM) (Kanungo & 

Bhatnagar, 2002, Li & Yang, 2014, Darmawan, 2017).  

Untuk melakukan formulasi kebijakan WCP Pemulihan Ekonomi Nasional 

pada masa Pandemi COVID-19, digunakan metode ISM yang memberikan ruang 

bagi para aktor untuk memetakan berbagai variabel yang menjadi skenario 

kebijakan untuk pengambilan keputusan dimasa mendatang (future). ISM 

menurut Darmawan (2017) merupakan aplikasi sistematis dari teori grafik 

elementer sedemikian rupa sehingga keunggulan teoritis, konseptual, dan 

komputasinya dimanfaatkan untuk menjelaskan hubungan konseptual antar 

elemen. ISM mengklasifikasikan berbagai elemen persoalan yang rumit dalam 

satu rangkaian terstruktur sehingga pemetaan variabel kebijakan dapat 

dilakukan. 
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B. Metode Pengumpulan Data 

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini digunakan untuk 

mendukung  pendekatan skenario kebijakan menggunakan jenis data primer 

yang dihimpun dari berbagai perspektif stakeholders. Maka, Basis sumber data 

primer yang dibutuhkan untuk memformulasikan pengembangan kebijakan 

WCP untuk pemulihan ekonomi nasional akibat Pandemi Covid-19 antara lain: 

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia 

2. Badan Wakaf Indonesia 

3. Baitul Mal Aceh  

4. Nazhir Wakaf 

5. Lembaga Keuangan Syariah 

 

Pengambilan data untuk untuk kebutuhan analisa ISM dilakukan dengan 

penyebaran kuesioner, observasi dan wawancara dalam suatu Focus Group 

Discussion (FGD) antar stakeholder yang terlibat dalam pengambilan keputusan.   

 

C. Teknis Analisis Data 

Menurut Kanungo dan Bhatnagar (2002), metode ISM dapat digunakan untuk 

mengembangkan beberapa tipe struktur, termasuk struktur pengaruh (dukungan 

atau pengabaian), struktur prioritas (‘lebih penting dari’ atau ‘sebaiknya 

dipelajari sebelumnya’) dan kategorisasi ide (misalnya ‘termasuk dalam kategori 

yang sama). Dalam formulasi Kebijakan WCP, teknik ISM dibangun dengan 

struktur matriks untuk memetakan berbagai sub elemen kebijakan.  Input dan 

proses yang dibutuhan dalam melahirkan suatu formulasi pengembangan 

kebijakan WCP untuk Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Pandemi Covid-19 

diadopsi dari Fadhil (2018) dapat dikombinasikan dalam tahapan berikut ini 
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Gambar 4. Tahapan Analisis Pengembangan Kebijakan WCP untuk 
Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Pandek COVID-19 

  

 

Langkah pertama dalam pengolahan ISM adalah mengklasifikasikan 

berbagai elemen, sub elemen, dan pengumpulan para pakar pengambil kebijakan. 

Tahapan selanjutnya membuat Structural Self Interaction Matrix (SSIM) untuk 

memetakan antar sub elemen variabel-variabel. Kriteria penilaian dilakukan 

dengan menggunakan sistem penilaian V, A, X dan O sebagaimana diadopsi 

dalam teknis pengambilan keputusan ISM oleh Darmawan (2017) dan Fadhil 

(2018). Kriteria sistem penilaian V, A, X, dan O antar sub elemen dapat dijabarkan 

berikut ini: 

• V jika eij = 1 dan eji = 0 Jika sub-elemen A lebih penting/berpengaruh dari 

sub-elemen B 

• A jika eij = 0 dan eji = 1 Jika sub-elemen B lebih penting/berpengaruh 

dari sub-elemen A 

• X jika eij = 1 dan eji = 1 Jika sub-elemen A sama penting/berpengaruh 

dengan sub-elemen B 

Input
•Tujuan Program
•Kendala Utama
•AktivitasTolak Ukur Keberhasilan
•Aktor/Pelaku

Proses

•identifikasi elemen, sub elemen, dan 
pengumpulan pakar

•Structural Self Interaction Matrix
•Reachability Matrix dan Matriks Biner
•Penetapan Pilihan Jejang

Output

•Elemen dan Sub element 
kunci

•Hirarki Sub Element
•Formulasi Kebijakan 
WCP-PEN
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• O jika eij = 0 dan eji = 0 Jika sub-elemen A dan sub-elemen B sama-sama 

tidak penting/berpengaruh terhadap elemen. 

Setelah pemetaan kriteria V, A, X, O dihimpun, selanjutnya dilakukan bineri 

dengan bilangan 1 dan 0. Pemetaan ini dikenal dengan metode reachibility matrix 

(RM).  Langkah terakhir adalah membuat Canonical Matrix untuk menentukan 

level melalui iterasi (Rusydiana, 2018). Setelah tidak ada lagi irisan (intersection), 

selanjutnya dibuat model yang dihasilkan oleh ISM yang merupakan suatu model 

pengembangan  WCP untuk Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Pandemi 

COVID-19.   

Dimensi kajian dalam analisis ini tediri dari 3 perspektif besar, yaitu: (1) 

Identifikasi masalah dan tantangan, (2) Formulasi Kebijakan Prioritas, (3) Pemetaan 

stakeholder yang terlibat. Formulasi kebijakan dengan Analisis ISM akan 

menghasilkan 4 kuadran kebijakan berikut ini  

Gambar 5 Kerangka Model Kuadran Kebijakan WCP  

 
 

1. Sektor 1 merupakan autonomous factors (weak driver – weak 

dependent variables). Elemen WCP merupakan mempunyai 

kemampuan penggerak dengan ketergantungan yang lemah. Elemen 
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kuadran ini hanya memiliki sedikit hubungan dalan pengembangan 

model kebijakan 

2. Sektor 2 merupakan dependent factors (weak driver – strongly 

dependent variables). Elemen WCP mempunyai kemampuan 

penggerak yang lemah dengan ketergantungan yang kuat. Elemen 

kuadran ini merupakan elemen yang tidak dapat berdiri sendiri.  

3. Sektor 3 merupakan linkage factors (strong driver – strongly 

dependent variables). Elemen WCP mempunyai kemampuan 

penggerak namun memiliki ketergantungan yang kuat. Elemen 

kuadra ini harus dikaji secara hati–hati, sebab hubungan antar elemen 

tidak stabil. 

Sektor 4 merupakan Independent factors (strong driver – weak dependent 

variables). Elemen WCP mempunyai kemampuan penggerak yang kuat sekaligus 

ketergantungan yang lemah. Elemen di sektor ini merupakan elemen yang 

menjadi faktor kunci dalam pengembangan model kebijakan. 
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BAB IV 
ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Regulasi Wakaf di Indonesia 

Pengelolaan Wakaf di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan 

pada tahun 2004, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf.  Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

mengatur tujuan dan objek wakaf secara lebih kompherensif. 

Kemudian, tata kelola wakaf diperkuat dengan lahirnya Peraturan 

Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya yang mengamanatkan 

berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI). Maka, tahun 2007 berdirilah Badan 

Wakaf Indonesia yang mempunyai wewenang penuh dalam mengatur dan 

mengembangkan perwakafan di Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden 

(Kepres) No. 75/M tahun 2007 (Nasution. et al., 2010).  

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemeritnah No. 42 tahun 

2006 menjadi era baru pengelolaan wakaf di Indonesia yang diikuti oleh daerah-

daerah lainya dengan adanya pembentukan organ BWI Daerah. BWI (2018) 

melakukan kompilasi sejumlah peraturan yang mengatur pengelolaan wakaf di 

Indonesia, sebagaimana diuraikan berikut ini: 

1. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah 

Milik Jo PMA No. 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 

1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. 

3. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 

41 Tahun 2004 

4. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 
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5. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi 

Pendaftaran Wakaf Uang. 

6. Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara 

Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak 

7. Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun-2017 tentang-tata-cara-

pendaftaran-tanah-wakaf 

8. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 

Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang 

9. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 

Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 

2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda 

Bergerak Selain Uang. 

10. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun  2007 tentang Organisasi 

dan Tata Cara Kerja Badan Wakaf Indonesia. 

11. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur 

Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/ 

Perubahan Status Harta Benda Wakaf. 

12. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 3 Tahun 2008  tentang Tata Cara 

Pendaftaran dan Pergantian Nazhir Harta  Benda Wakaf Tidak Bergerak 

Berupa Tanah.  

13. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak 

Berupa Tanah. 

14. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia. Peraturan 

Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pengangkatan dan Pemberhentian  Anggota Badan Wakaf Indonesia. 
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15. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang 

Gagasan Waqf Core Principles (WCP) dalam perspektif tata kelola wakaf 

bertujuan untuk menghasilkan suatu kerangka kerja / Standar Operasional 

Prosedur (SOP) bagi para nazhir dan regulator.  

WCP menurut Saptono (2020) merupakan dokumen acuan yang  dapat 

dijadikan referensi bagi   pengambil kebijakan atas pengelolaan wakaf di suatu 

system hukum/pemerintahan yang bersifat fleksibel dan situasional. WCP 

sendiri tidak menjadi legislasi formil, namun disebut oleh BWI (2020) sebagai the 

Rule of Making Rule Guidelines. Secara konseptual sudah dikembangkan dengan 

5 kerangka prinsip; yaitu: 

1. Legal Foundation (WCP 1-6) 

2. Waqf Supervison (WCP 7-12) 

3. Good Waqf Governance (WCP 13) 

4. Risk Management (WCP 14-25) 

5. Shari’ah Governance (WCP 26-29) 

B. Instrumen Pengukuran Kebijakan WCP untuk PEN COVID-19 

Pengembangan Kebijakan WCP Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional 

Akibat Pandemi Covid-19 Di Indonesia akan dilakukan dalam 3 perspektif besar, 

yaitu: (1) Identifikasi masalah dan tantangan, (2) Formulasi Kebijakan Prioritas, 

(3) Pemetaan stakeholder yang terlibat.  

Pada tahap awal, identifikasi Kebijakan WCP untuk PEN COVID-19 

menetapkan beberapa unsur elemen dan sub elemen dari hasil FGD Pakar yang 

dilakukan. FGD pakar dilakukan untuk memetakan permasalahan dan sasaran 

kebijakan penanganan pemulihan ekonomi ditengah Pandemi COVID-19 

berbasis koridor WCP.  Pakar dalam analisis ini tediri dari beberapa klasifikasi 

sebagaimana tabel berikut ini. 
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Tabel 3 Klasifikasi Pakar dalam Analisi Kebijakan WCP PEN Covid 19 

Instansi/Responden Jumlah Keterangan 

Badan Wakaf Indonesia 2 Regulator 

Baznas RI 1 Regulator 

Baitul Mal Aceh 2 Regulator 

Wakaf Preuner 1  

Praktisi/Nazhir Yayasan Wakaf Haroen Ali 1 

ACT 1 

YAKESMA 1 

 

Berdasarkan pendapat pakar terpilihlah maka ditetapkan 3 unsur elemen 

utama yang dianggap paling penting untuk perumusan strategi kebijakan, yaitu: 

1) tujuan yang diharapkan, 2) kendala yang dihadapi, 3) aktivitas yang 

diperlukan.  Pengumpulan pendapat pakar dari setiap elemen menghasilkan 

sejumlah sub-elemen strategis bagi pengembangan kebijakan WCP PEN Covid 

19.  

Setelah Penentuan elemen dan sub elemen kebijakan WCP PEN COVID 19, 

maka dapat dibangun model kerangka ISM Untuk membangun hubungan 

kontekstual antar tiap sub elemen, metode ISM menggunakan opini dari para 

pakar dengan kerangka VAXO. Kaitannya dengan penelitian ini, sekelompok 

grup pakar dilibatkan dalam menyusun model yang terdiri dari regulator dan 

praktisi/nazhir wakaf. 

Untuk menganalisis hubungan antar sub elemen  atau antar enabler dari  

pengembangan WCP dari masing-masing elementujuan, kendala, dan aktivitas 

maka digunakan metode transivity pernyataan dalam kolom dengan baris untuk 

masing-masing kotak pertanyaan  
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C. Kendala yang dihadapi dalam Kerangka Pengambangan WCP PEN 

COVID-19 

Dokumen WCP yang telah disusun pada tahun 2018 telah efektif memberikan 

panduan dan SOP pelaksanaan wakaf secara terpadu.  Kondisi Pandemi COVID-

19 Pada Maret 2020 yang diumumkan secara resmi oleh Presiden Jokowi, banyak 

merubah tatanan kebijakan dan dampak ekonomi, baik secara nasional maupun 

regional. Hasil perumusan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan 

WCP untuk penanganan dampak ekonomi COVID-19, menjadi langkah wal yang 

perlu dilakukan.  

Langkah awal yang perlu dilakukan untuk menghasilkan strategi kebijakan 

wakaf yang tepat sasaran dilakukan dengan merangkum dan mengklasifikasikan 

struktur elemen kendala apabalika konsep WCP diimpleementasikan pada 

program PEN COVID-19. Perumusan Struktur elemen kendala-kendala yang 

dihadapi dilakukan dengan FGD Pakar dan mempelajari dokumen WCP yang 

sudah diterbitkan. Berikut ini perumusan struktur elemen kendala yang coba 

diklasifikasikan 

Tabel 4. Struktur Elemen Kendala Kebijakan WCP untuk Program PEN 
COVID-19 

 

Kendala 1. Literasi dan pemahaman Wakaf para Nazhir 

yang belum merata (Kode A1) 

2. Adanya hambatan regulasi dalam pelaksanaan 

tata kelola wakaf untuk PEN Covid-19 (Kodel 

A2) 

3. Kriteria pemanfaat harta/aset wakaf dibatasi 

pada aspek tertentu (Kode A3) 
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4. Terbatasnya jumlah nazhir wakaf secara 

kelembagaan yang dapat mengelola wakaf tunai 

(Kode A4) 

5. Belum adanya pemetaan risiko bencana Covid-19 

yang layak memperoleh wakaf (Kode A5) 

6. Tidak adanya jaminan Keamanan dana wakaf 

untuk Pandemi Covid-19 (Kode A6)  

7. Lemahnya basis data dan informasi tentang 

dampak COVID-19 di daerah-daerah Indonesia 

(Kode A7) 

 

Strukturalisasi dari elemen kendala yang dihadapi untuk formulasi kebijakan 

WCP PEN COVID 19 menghasilkan 7 sub elemen yang nantinya akan dilakukan 

penilaian berdasarkan matrik variabel dalam baris dan kolom. Variabel dalam 

baris dan kolom direpresentasikan masing-masing dengan huruf i dan j. Dengan 

demikian, setiap pasangan variabel dianalisis secara terpisah setelah 

pembentukan matriks. Empat kata kunci digunakan untuk mewakili arah 

hubungan antara satu set variabel (i dan j) antara lain: 

1. V mengindikasikan bahwa variabel i mempengaruhi variabel j; 

2. A mengindikasikan bahwa variabel j mempengaruhi variabel i; 

3. X mengindikasikan bahwa variabel i mempengaruhi variabel j dan 

sebaliknya variabel j mempengaruhi variabel i, atau dengan arti lain 

terdapat hubungan saling mempengaruhi antara variabel i dan j; 

4. O mengindikasikan bahwa variabel i dan j tidak saling berhubungan.   

Berdasarkan analisa hubungan antar variabel yang direpresentasikan dalam 

sebuah matriks yang disebut sebagai structural self interaction matrix (SSIM), maka 

diperolehlah nilai driving power dan dependence power berdasarkan hasil FGD 
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dengan para pakar. Berikut ini tabulasi nilai  Final Reachibility Matrix (RM) antar 

sub elemen. 

Tabel 5.  Final Reachibility Matrix (RM) Elemen Kendala WCP untuk 
PEN COVID-19 

 

Kode A1  A2  A3 A4 A5 A6 A7 Driver 

A1 1 1 1 1 1 1 1 7 

A2 0 1 1 1 1 1 1 6 

A3 0 0 1 1 0 1 0 3 

A4 0 0 0 1 0 1 0 2 

A5 0 0 1 1 1 1 1 5 

A6 0 0 0 1 1 1 0 3 

A7 0 1 1 1 1 1 1 6 

Dependence 1 3 5 7 5 7 4  

 Sumber: Output ISM 2.0 

Nilai yang dari Driver Power (pada baris) memiliki makna bahwa variabel 

pada sub elemen dapat menggerakkan sistem dan perlu segera ditangani agar 

tidak menghambat suatu kebijakan. Sementara dependence power (pada kolom) 

bermakna bahwa variabel pada sub elemen memiliki ketergantungan yang tinggi 

dalam suatu sistem kebijakan. Maka dari dua kategori baris dan kolom, kendala 

kebijakan WCP hasil tabulasi Final RM (tabel 3) yang harus mendapat perhatian 

adalah nilai dengan driver power tinggi dan dependence power rendah.  

Berdasarkan analisis ISM 2.0 Final RM, Kendala Literasi dan pemahaman 

Wakaf para Nazhir yang belum merata (A1) dan hambatan regulasi pelaksanaan 

tata kelola wakaf untuk PEN Covid-19 (A2) merupakan variabel unsur utama 

yang harus mendapatkan perhatian (sektor independen). Kedua kendala tersebut 

memiliki faktor penghambat yang tinggi dalam  ekosistem kebijakan. Maka 

dengan kata lain, memperkuat pamahaman nazhir dan regulasi wakaf 
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merupakan variabel kunci dalam perbaikan kendala-kendala pelaksanaan wakaf 

untuk penanganan dampak ekonomi akibat COVID-19.   

Berkaitan dengan tingkat pemahaman nazhir, kajian yang dilakukan oleh 

nurjannah et al. (2020) menegaskan pentingnya profesionalitas nazhir wakaf 

meningkatkan kepecayaan lembaga dan donatur. Perlu diadakan pelatihan 

intensif bagi nazir agar tercipta profesionalisme, sehingga kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf juga meningkat. 

Selanjutnya sub-elemen lemahnya basis data dan informasi tentang dampak 

COVID-19 (A7) dan belum adanya pemetaan risiko bencana Covid-19 (A5) 

merupakan variabel linkage yang mempunyai kekuatan penggerak dan 

ketergantungan yang kuat dengan sub-elemen lainnya. Kedua kendala ini perlu 

diperhatikan dalam pengambilan kebijakan secara bersamaan karena adanya 

keeratan hubungan yang tinggi dalam suatu sistem kebijakan.  

Sub-elemen Kriteria batasan kriteria pemanfaat harta/aset wakaf (A3),  

jaminan Keamanan dana wakaf (A6), dan keterbatasan jumlah nazhir wakaf 

secara kelembagaan (A4) merupakan sub-elemen yang tidak bebas (dependent). 

Artinya, ketiga kendala tersebut sangat tergantung dengan sub-elemen lainnya 

dan memiliki faktor penggerak yang lemah. 

Secara spesifik, Hasil Final Reachibility Matrix (RM) dapat dipetakan dengan 

kuadran kebijakan WCP untuk penangan PEN COVID-19. Kuadran terbagi atas 

4 kategeori, yaitu autonomous factors, dependent factors, linkage factors, 

Independent factors. Berikut ini hasil pemetaan kuadran kebijakan untuk elemen 

kendala WCP. 
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Gambar 6. Hasil Kuadran Elemen Kendala Kebijakan WCP untuk PEN 
COVID-19 

 

 Sumber: Output ISM 2.0 

Hasil pemetaan kuadran kendala yang dihadapi apabila WCP mengatur 

secara spesifik program-program PEN untuk dampak COVID-19  adalah literasi 

nazhir (A2) dan regulasi yang belum kuat (A2). Kedua kendala ini berada pada 

sektor 4 (Independent factors). Para pengambil kebijakan Wakaf dan Satuan 

Tugas COVID-19 perlu menangani kedua kendala sebagai kunci terciptanya 

ekosistem WCP untuk PEN COVID-19. Literasi nazhir ini bermakna bahwa belum 

adanya persepsi dan pemahaman yang sama untuk penggunaan dana wakaf 

untuk penanganan dampak ekonomi COVID-19. Dalam hal regulasi, undang-

undang wakaf dan kelembagaan BWI perlu diatur dalam ketetapan yang formil 

mengenai tata kelola wakaf untuk PEN COVID-19 dari pusat sampai daerah. 

Kendala pada kuadran ketiga (linkage factors) terjadi secara bersamaan 

dan saling berkaitan,  yaitu masalah basis data (A7) dan pemetaan risiko (A5). 

Kedua kendala menjadi bagian penting yang juga harus diselesaikan mengacu 

pada penanganan Pandemi COVID-19 membutuhkan keterpaduan data 

informasi. Artinya, setelah literasi nazhir dan regulasi diprioritaskan untuk 

mendapat perhatian oleh stakeholders, maka  penggunaan dana wakaf melalui 
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WCP PEN COVID-19  harus berbasis data informasi dan pemetaan risiko bencana 

daerah-daerah yang terdampak. 

Kendala pada sektor kedua (dependent factors) yang terdiri dari kriteria 

pemanfaat harta/aset wakaf, (A3), jaminan Keamanan dana wakaf (A6), dan 

keterbatasan jumlah nazhir wakaf secara kelembagaan (A4) merupakan sub 

elemen yang terikat. Makna terikat disini ialah kendala-kendala tersebut sangat 

bergantung pada penyelesaian masalah pada sektor empat dan sektor tiga 

terlebih dahulu. 

Secara spesifik, hasil penelitian dengan analisi ISM dapat divisualisasikan 

dalam suatu kerangka strategi berdasarkan tahapan atau level kebijakan yang 

harus dilakukan. Level kebijakan ditentukan dari posisi kuadran setiap sub 

elemen kendala, sehingga secara bertama strategi kebijakan WCP lebih terarah. 

Maka perumusan kendala WCP PEN COVID-19 dapat divisualisasikan beriktu 

ini. 

Gambar 7. Levelisasi Strategi Kebijakan WCP PEN COVID 19 Berdasarkan 
Kendala yang Dihadapi 

 

Sumber: Hasil ISM Analisis, 2021 
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Levelisasi kebijakan WCP PENG COVID-19 berdasarkan sejumlah kendala 

yang berhasil dipetakan, menetapkan 5 langkah urutan kebijakan. Urutan 

kebijakan ini didasari atas variabel kunci yang dihasilkan dalam analisi ISM. 

Level pertama dalam strategi kebijakan WCP PEN COVID-19 adalah menangani 

permasalahan literasi pemahaman nazhir dan hambatan regulasi. 

Literasi nazhir dalam level pertama ini dimaknai sebagai penguatan 

pemahasaman dan profesionalitas nazhir dalam merepon pengelolaan harta 

wakaf. Dimasa Pandemi COVID-19 ini, para nazhir harus dibekali dengan 

pemahaman kebencanaan (disaster management) dalam program penyaluran dana 

wakaf.  Pemahaman akan masalah wakaf sebagai bencana nasional harus 

dipandang sebagai langkah awal level kebijakan yang harus dibangun kepada 

para nazhir disetiap pelatihan dan sertifikasi.  

Purwanto (2017) dalam studi nazhir wakaf di Yogyakarta menjelaskan bahwa 

adanya anggapan pekerjaan Nazhir tanah wakaf bukan pekerjaan utama/pokok, 

tetapi lebih merupakan pekerjaan sampingan dan memerlukan keikhlasan. 

Artinya pekerjaan sebagai Nazhir wakaf baru dilaksanakan jika terdapat waktu 

luang. 

Hasil kajian dampak COVID 19 pada sektor keuangan Indonesia oleh KNEKS 

(2020) merekomendasikan wakaf berpotensi untuk disalurkan pada wilayah-

wilayah bencana, nazhir menjadi bagian penting yang herus mendapatkan respon 

cepat dalam pelaksanaan kebijakan ini. 

Gambaran regulasi sebagai suatu kendala dalam pelaksanaan wakaf dimasak 

COVID-19 ini ialah perlu adanya ruang dan legislasi formil bagi penggunaan 

dana wakaf dalam sistem penyaluran bantuan. Beberapa kajian yang dilakukan 

berkaitan dengan masalah regulasi wakaf di Indonesia antara lain Arifin (2014) 

tentang payung hukum penggunaan wakaf untuk kemasalahatan umum, payung 

hukum penggunaan tanah wakaf (Maulana, 2020), integrasi nilai-nilai maqashid 
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Syariah dalam pendayagunaan harta wakaf dimasa Pandemi COVID-19 

(Miftakhuddin et al.,  2021) 

 

D. Hasil Pemetaan Kebijakan WCP PEN Covid 19 berdasarkan Tujuan  

Strukturisasi tujuan strategi pengembangan WCP PEN COVID-19  terdapat 

sebanyak 7 sub elemen (tabel 3) yang disusun dalam format baris dan kolom. 

Beriktu ini identifikasi variabel tujuan dalam kebijakan WCP PEN COVID 19. 

Tabel 6. Identifikasi Variabel Tujuan Kebijakan WCP PEN COVID-19 di 
Indonesia 

Elemen (Level 1) Sub Elemen (Level 2) 

A. Tujuan  1. Penataan fondasi hukum (Kode A1) 

2. Sistem pengawasan wakaf (Kode A2) 

3. Penataan Manajemen risiko untuk Pandemi COVID-

19 (Kode A3) 

4. Pembinaan dan sertifikasi kualifikasi Nazhir (Kode 

A4) 

5. Memperkuat aspek tata kelola Syariah (Kode A5) 

6. Koordinasi antara lembaga pemerintahan/regulator, 

nazhir dan Lembaga Keuangan Syariah (Kode A6) 

7. Menghasilkan satu produk wakaf terbaru yang 

khusus menangani Covid-19 (Kode A7) 

  

Strukturalisasi dari elemen tujuan yang diharapkan dari pengembangan 

kebijakan WCP untuk PEN COVID 19 menghasilkan 7 sub elemen yang nantinya 

akan dilakukan penilaian berdasarkan matrik variabel dalam baris dan kolom. 

Variabel dalam baris dan kolom direpresentasikan masing-masing dengan huruf 

i dan j. Dengan demikian, setiap pasangan variabel dianalisis secara terpisah 
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setelah pembentukan matrikx. Empat kata kunci digunakan untuk mewakili arah 

hubungan antara satu set variabel (i dan j) antara lain: 

1. V mengindikasikan bahwa variabel i mempengaruhi variabel j; 

2. A mengindikasikan bahwa variabel j mempengaruhi variabel i; 

3. X mengindikasikan bahwa variabel i mempengaruhi variabel j dan 

sebaliknya variabel j mempengaruhi variabel i, atau dengan arti lain 

terdapat hubungan saling mempengaruhi antara variabel i dan j; 

4. O mengindikasikan bahwa variabel i dan j tidak saling berhubungan.   

Berdasarkan analisa hubungan antar variabel yang direpresentasikan dalam 

sebuah matriks yang disebut sebagai structural self interaction matrix (SSIM), maka 

diperolehlah nilai driving power dan dependence berdasarkan hasil FGD dengan 

para pakar. Berikut ini tabulasi nilai  Final Reachibility Matrix (RM) antar sub 

elemen. 

Tabel 7. Final Reachibility Matrix (RM) Elemen Tujuan WCP untuk PEN 
COVID-19 

 

Kode A1  A2  A3 A4 A5 A6 A7 Driver 

A1 1 1 1 1 1 1 1 7 

A2 0 1 1 1 0 0 1 4 

A3 0 1 1 1 1 1 1 6 

A4 0 1 0 1 1 1 1 5 

A5 0 1 1 0 1 1 1 5 

A6 1 1 1 1 1 1 1 7 

A7 0 1 0 0 0 0 1 2 

Dependence 2 7 5 5 5 5 7  

Sumber: Output ISM 2.0 

Nilai yang dari Driver Power (pada baris) memiliki makna bahwa variabel 

pada sub elemen memiliki kemampuan untuk menggerakkan sistem kebijakan. 
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Sementara dependence power (pada kolom) bermakna bahwa varaibel pada sub 

elemen memiliki ketergantungan yang tinggi dalam suatu sistem kebijakan. 

Berdasarkan perolehan hasil tujuan yang diharapkan, variabel dengan driving 

power yang besar dalam kerangka tujuan yang diharapkan dalam sistem 

kebijakan WCP untuk PEN COVID-19 adalah Penataan fondasi hukum (Kode A1) 

dan Koordinasi antara lembaga pemerintahan/regulator, nazhir dan Lembaga 

Keuangan Syariah (Kode A6). Sementara itu, variabel dengan dependence power 

tinggi adalah Sistem pengawasan wakaf (Kode A2) dan Menghasilkan satu 

produk wakaf terbaru yang khusus menangani Covid-19 (Kode A7). 

Secara spesifik, Hasil Final Reachibility Matrix (RM) dapat dipetakan dengan 

kuadran kebijakan WCP untuk penangan PEN COVID-19. Kuadran terbagi atas 

4 kategeori, yaitu autonomous factors, dependent factors, linkage factors, 

Independent factors. Berikut ini hasil pemetaan kuadran kebijakan untuk elemen 

tujuan WCP. 

Gambar 8. Hasil Kuadran Perumusan Elemen Tujuan WCP untuk PEN 
COVID-19 

 

Sumber: Output ISM 2.0 

  

Berdasarkan hasil tabulasi dalam kudran kebijakan, sub elemen yang 

menjadi kunci untuk tercapainya tujuan WCP pemulihan ekonomi nasional 



 Laporan PPIPKM Puslitpen LP2M UIN Ar-Raniry Tahun 2021 (47 

ditengah Pandemi COVID-19 Adalah penataan fondasi hukum (A1). Sub elemen 

penataan fondasi hukum berada pada sektor 4 yang merupakan Independent 

factors (strong driver – weak dependent variables). Strategi kebijakan prioritas 

penantaan fondasi hukum pelaksanaan wakaf untuk Program PEN COVID-19 ini 

perlu dilakukan oleh pemerintah agar penyaluran dan tata kelola wakaf berjalan 

secara optimal.  

Pada sektor ketiga, sub elemen tujuan koordinasi antar lembaga (A6), 

pembinaan nazhir (A4), tata kelola Syariah (A5), dan Manajemen Risiko (A3)  

menjadi level kebijakan berikutnya yang perlu diprioritaskan.  Sektor ketiga 

dideskripsikan sebagai linkage factors (strong driver – strongly dependent variables) 

dalam strategi pengambilan kebijakan. Maka dalam perspektif mencapai sasaran 

tujuan, keempat sub elemen harus saling terkait dan berjalan secara beriringan 

untuk memperkuat kebijakan WCP Program PEN COVID-19. 

Level kebijakan yang terakhir dalam strategi pengembangan WCP PEN 

COVID-19 adalah menghasilkan satu produk wakaf terbaru yang khusus 

menangani Covid-19 (Kode A7) dan penguatan sistem pengawasan wakaf (Kode 

A2) yang berada pada Sektor 2 dependent factors (weak driver – strongly dependent 

variables). Kedua sub elemen pada kuadran ini tidak dapat berdiri sendiri atau 

memiliki ketergantungan yang besar dengan stakeholders pengambil kebijakan. 

Artinya sasaran tujuan produk wakaf baru dan sistem pengawasan merupakan 

sub elemen langkah yang terakhir dalam konteks mencapai sasaran tujuan 

kebijakan WCP untuk COVID-19. 

Hadi (2017) dalam tulisannya ―pemberdayaan ekonomi melalui wakaf 

menjelaskan bahwa wakaf merupakan sumber dana umat yang perlu 

dikembangkan, didayagunakan dan dikelola secara profesional untuk 

memperoleh manfaat yang optimal. Salah satu dari pemanfaatan tersebut adalah 
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dengan mendayagunakan wakaf untuk menyejahterakan umat. tentang 

pendayagunaan wakaf dalam menghadapi wabah COVIE-19.  

Iskandar et al. (2020) menjelaskan bahwa COVID-19 dapat dikategorikan 

sebagai bencana kemanusiaan yang perlu ditangani dengan basis tujuan 

penguatan produk-produk wakaf seperti  wakaf uang, wakaf produktif, cash 

waqf linked sukuk maupun wakaf untuk infrastruktur. Namun produk wakaf ini 

belum dapat dijalankan secara strategis apabila prosedur langkah kebijakan 

pengelolaan dana belum disusun dalam instrumen WCP yang spesifik pada 

dampak ekonomi ditengan pandemi COVID-19.  

Stategi kebijakan WCP PEN COVID-19 dari sisi sasaran tujuan perlu dengan 

dikembangkan dengan menetapkan prosedural pemberdayaan wakaf ditengan 

kondisi ekonomi akibat COVID-19. Maka dalam strategi kebijakan WCP 

dilakukan suatu levelisasi langkah bagi para stakeholders terkait yang menangani 

wakaf dan Program PEN COVID-19. Berikut ini divisualisasikan perumusan 

WCP dengan level pengambilan kebijakan berdasarkan tujuan yang diharapkan. 

Gambar 8. Levelisasi Tujuan Strategi Kebijakan WCP PEN COVID 19 
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Hasil visualisasi strategi kebijakan pada gambar 2 dapat dideskripsikan 

bahwa terdapat 5 level kebijakan yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. 

Level yang pertama yang perlu diprioritaskan terlelbih dahulu ialah penataan 

fondasi hukum dan membangun koordinasi antar lembaga. Strategi ini menjadi 

kunci dan prioritas pertama dalam pengembangan kebijakan WCP PEN COVID 

19 karena banyak instansi/regulator terkait yang ada didalam.  

Berdasarkan hasil tinjauan yang dilakukan, pelaku kebijakan wakaf di 

Indonesia terdiri dari BWI, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf 

Kementerian Agama, dan instansi vertikal yang ada di daerah. 

Langkah ataupun strategi yang utama  dalam mengembangkan potensi 

wakaf di Indonesia menurut Lubis (2020) ialah Menyamakan pemahaman 

terhadap Undang-Undang tentang wakaf serta aturan pelaksanaannya antara 

Kemenag RI, BWI dengan lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang 

(LKS-PWU). Maka dari hasil pemetaan tujuan strategis kebijakan, koorinasi 

antara lembaga dan penataan fondasi hukum ini perlu ditetapkan secara spesifik 

seperti objek penanganan bencana Pandemi, SOP, Lembaga Nazhir yang siap 

untuk menyalurkan, konsekuensi hukum dari penyaluran dana wakaf, sistem 

pengawasan, dan manajemen risiko.  

Secara khusus, Provinsi Aceh berdasarkan observasi yang dilakukan, 

memiliki kewenangan khusus (Qanun No. 10 tahun 2018  tentang Baitul Mal) 

dalam tata kelola wakaf. Hasil wawancara dengan Kepala Baitul Mal Aceh, 

didapatkan informasi bahwa saat ini koordinasi antara BWI dan Baitul Mal Aceh 

sedang disiapkan agar pengelolaan wakaf aset daerah bisa efektif dan tepat 

sasaran. Kelemahan dari sisi kelembagaan misalnya, kelola regulator wakaf di 

Aceh masih belum terkoordinasi antara BWI Aceh dengan Baitul Mal Aceh. BWI 

Aceh berada dalam lintas vertikal Kanwi Kemenag Aceh sementara Baitul Mal 

Aceh secara otonom mengelola seluruh harta ZISWAF yang ada di Aceh.  maka 
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secara kelembagaan, seharusnya kedua lembaga ini harus disatukan dengan 

Peraturan Daerah/Qanun.   

Kebijakan penanganan dampak Pandemi COVID-19 juga diwakilkan oleh 

tim Kementerian/Lembaga. Berdasarkan informasi sekretariat Negara (SEGNEG) 

Republik Indonesia Ketua Tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan 

Covid-19 dipimpin oleh Menteri BUMN. Lebih lanjut, PERPRES Nomor 108 tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang 

Komite Penangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut 

tergabung dalam struktur lintas kementerian berikut ini 

1. Ketua: Menko Perekonomian  

2. Wakil Ketua 1: Menko Marves  

3. Wakil Ketua 2: Menko Polhukam  

4. Wakil Ketua 3: Menko PMK  

5. Wakil Ketua 4: Menteri Keuangan  

6. Wakil Ketua 5: Menteri Kesehatan  

7. Wakil Ketua 6: Menteri Dalam Negeri  

8. Ketua Pelaksana Menteri BUMN  

9. Sekretaris Eksekutif 1  

10. Sekretaris Eksekutif 2 Sesmenko Perekonomian  

11. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kepala BNPB  

12. Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Wakil Menteri BUMN  

Maka dalam perumusan kebijakan WCP PEN COVID-19, levelisasi kebijakan 

pertama yang perlu dilakukan adalah fondasi hukum dan koordinasi lembaga. 

Dokumen WCP akan memberikan fleksibilitas dan efektivitas penggunaan dana 

wakaf secara profesional. Maka gagasan kebijakan WCP PEN COVID-19 perlu 

menyertakan ara stakeholder wakaf dari pusat sampai daerah dengan regulasi 

yang sesuai. Kebijakan ini tidak dalam taraf merubaha PERPRES yang sudah ada, 
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tetapi menata fondasi hukum dan koordinasi antar lembaga agar penggunaan 

dana wakaf umat memiliki dokumen WCP yang baku sehingga tepat sasaran. 

Level kebijakan kedua sampai keempat dapat berjalan secara beriringan 

karena adanya linkage factor antar sub elemen tujuan yang saling menguatkan. 

Level tujuan kebijakan manajemen risiko, pembinaan dan sertifikasi nazhir, tata 

kelola Syariah, dan sistem pengawasan perlu menjadi substansi dokumen acuan 

dalam WCP PEN COVID-19 yang dihasilkan.   

Level terakhir (kelima) dalam pengembangan kebijakan WCP PEN COVID-

19 adalah terbitnya produk wakaf yang baru dalam penanganan Pandemi 

COVID-19. Level kebijakan produk wakaf ini tidak bisa langsung tercapai tanpa 

didahului oleh level pertama dan kedua sampai keempat karena tingkat 

ketergantungan produk wakaf baru sanagat besar. Tingkat ketergantungan yang 

dimaksud dalam konteks tujuan kebijakan WCP PEN COVID-19 ini adalah 

Produk Wakaf perlu adanya pengesahan DSN-MUI, praktik yang sesuai Syariah, 

izin produk keuangan Syariah (OJK) jika melalui Lembaga Keuangan Syariah, 

dan profesionalitas nazhir wakaf itu sendiri. 

 

E. Pemetaan Stakholder Kebijakan WCP PEN COVID-19 

Penetapan stakeholder dalam kajian kebijakan WCP dalam Program PEN 

COVID-19 didasari atas sejumlah keputasan pada tiap dimensi ISM. Secara 

umum, stakeholder yang nantinya berperan dalam penyusunan WCP PEN 

COVID-19 ini harus terdiri dari beberapa unsur: 

1. Regulator/Lembaga Pemerintahan yang terdiri dari Satuan Gugus Tugas 

COVID-19, BNPB, BWI, Baznas, dan MUI 

2. Nazhir/ lembaga wakaf  

3. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) 

4. Unsur Pemerintah daerah 
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Keempat komponen stakeholder ini memiliki peran penting menyusun SOP 

pengelolaan dana wakaf secara profesional dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan dengan pimpina BWI Aceh, area WCP harus memuat 

unsur utama tata kelola wakaf, sistem pengawasan, manajemen risiko 

pengelolaan dana wakaf. Wakaf ini menjadi pranata keagamaan yang bersifat 

abadi dan terus menerus, sehingga sistem pengelolaan harus dilakukan secara 

profesional, transparan, dan akuntabel. 

Kajian risk management CWLS dalam kaitan dengan stakeholder yang terlibat 

dalam penguatan WCP untuk pengelola wakaf tunai oleh Fauzi dan Tanjung 

(2021), menegaskan bahwa Stakeholder dapat dipetakan dari beberapa unsur, 

terdiri dari wakif, Bank Umum Syariah sebagai LKSPWU, BWI selaku Nazir, 

Kementerian Keuangan selaku penerbit Sukuk Negara, Mitra Nazir yang akan 

mengelola aset wakaf, Mitra Nazir yang akan menyalurkan dana sosial kepada 

penerima manfaat. 

1. Perumusan Stakeholder Berdasarkan Dimensi Kendala 

Berkaitan dengan strategi kebijakan WCP untuk program PEN COVID-19, 

maka pemetaan stakeholder mengacu pada levelisasi kebijakan yang sudah 

dihasilkan dalam teknis analisisi ISM. Pada perumusan kendala yang dihadapi, 

aktualitas level kebijakan secara hirarki terdiri dari: 

1. Level 1: literasi nazhir (A1) dan regulasi (A2) 

2. Level 2: Basis data-informasi (A7) dan pemetaan risiko bencana (A5) 

3. Level 3: Kriteria pemanfaat harta/aset wakaf (A3) 

4. Level 4: jaminan Keamanan dana wakaf (A6)  

5. Level 5: menghimpun lembaga kenaziran (A4)  

Kelima level kebijakan ini menjadi landasan pra penyusuna WCP dari 

sejumlah kendala yang masih perlu diperbaiki. Artinya, penyusuna SOP 

pengelolaan dana wakaf yang tercantum dalam WCP PEN COVID-19. Maka 
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stakeholder yang berperan dalam pengembilan keputusan untuk mengatasi 

sejumlah kendala-kendala tersebut dapat dipetakan berikut ini. 

Gambar 10. Pemetaan Stakeholder Berdasarkan Dimensi Kenda WCP PEN 
COVID-19 

 

Sumber: Outpur ISM 2.0 

Hasil pemetaan yang telah dilakukan, level kebijan pertama yaitu literasi 

nazhir (A1) menjadi tugas utama dari BWI dan BAZNAS sebagai lembaga otonom 

yang diberika kewenangan dalam mengatur dan mengembangkan harta wakaf di 

Indonesia. Kedua lembaga ini memiliki kewenagan yang terpisah dan jaringan 

yang tersebar di wilayah Indonesia. Gagasan menyatukan pengelolaan wakaf 

sedang dilakukan oleh Provinsi Aceh dalam penyusuna Qanun Baitul Mal Aceh. 

Hasil observasi dan wawancara menghasilkan temuan bahwa peran BWI Aceh 

dalam pengelolaan wakaf akan disatukan atau melebut bersama dengan 

organ/Badan Baitul Mal Aceh. Artinya dalam pengelola harta wakaf, Baitul Mal 

menjadi sentral lembaga ZISWAF yang otonomi dalam di Aceh. 

Level kebijakan kedua yang terdiri dari penguatan sistem hukum (A2), basis 

data dan informasi, pemetaan risiko bencana menjadi peran Satuan Gugus Tugas 

COVID-19, BNPB, dan tim pemulihan dampak ekonomi. Secara sinergis, 

kelembagaan yang menjalan tugas penanganan COVID-19 perlu melakukan 
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koordinasi antar lembaga untuk memberikan acuan pengguna dana wakaf dalam 

penangan kesehatan dan ekonomi. 

Level kebijakan 3, 4, dan kelima secara lebih spesifik dijalankan oleh 

pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan dana wakaf. Hal ini 

penting dilakukan karena kebijakan pemanfaatan aset wakaf (A3), penjaminan 

dana wakaf (A6), dan menghimpun lembaga kenaziran (A4) memiliki sifat 

ketergantungan yang tinggi (dependent variabel). Maka regulator dan lembaga 

wakaf didaerah perlu menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjalan 

point-poin kebijakan WCP untuk PEN COVID-19. Maka dalam penditribusian 

pengelolaan dana wakaf di daerah, perlu dibangun beberapa kriteria utama dan 

tambahan sebagaiman dokumen WCP, yaitu: 

a. Peraturan perundang-undangan syariah dan pengawas mewajibkan 

lembaga wakaf untuk merumuskan kebijakan dan proses untuk 

mengidentifikasi dan mengelola dana/harta benda wakaf.  Dana wakaf 

adalah entitas terpisah dari dana dan penerimaan pemerintah. 

b. Peraturan perundang-undangan syariah dan pengawas wakaf 

mewajibkan lembaga wakaf untuk merumuskan kebijakan dan proses 

untuk menggunakan harta benda/dana wakaf untuk mendatangkan 

manfaat bagi penerima wakaf (mauquf ‘alaih). 

c. Lembaga wakaf harus memiliki perencanaan, pencatatan, dan 

pengelolaan keuangan yang baik untuk mencegah ketidaksesuaian 

alokasi distribusi dana. 

d. Kriteria pemenuhan syarat bagi penerima wakaf harus ditentukan dengan 

jelas oleh pengawas wakaf dan harus diberitahukan kepada masyarakat 

umum. 

e. Laba dari pengelola investasi harta benda dan dana wakaf harus 

didistribusikan untuk program berbasis konsumsi dan produksi. Program 
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berbasis konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima 

dalam jangka pendek, sedangkan program berbasis produksi bertujuan 

untuk memberdayakan penerima wakaf untuk membangun ketahanan 

social ekonomi dalam jangka panjang.  

f. Pengawas wakaf harus memiliki indicator manfaat social yang harus 

dicapai sebagai bagian dari tujuan program untuk pendistribusian hasil 

wakaf yang diperoleh.   

g. Pengawas wakaf memperoleh dan mengevaluasi informasi pembayaran 

secara nasional dari para pihak terkait. 

h. Pengawas wakaf melakukan penilaian atas prioritas kebutuhan untuk 

menentukan proporsi program berbasis konsumsi dan produksi.  

Pengawas wakaf dapat menunjuk lembaga lain untuk melakukan 

penilaian tersebut.  

i. Pengawas wakaf harus membuat jadwal untuk memberantas kemiskinan 

dan mengubah mauquf ‘alaih menjadi wakif 

 

2. Perumusan Stakeholder Berdasarkan Perumusan Tujuan 

Hasil perumusan tujuan telah menetapkan 5 level strategi kebijakan WCP 

PEN COVID-19. Stategi kebijakan WCP PEN COVID-19 dari sisi sasaran 

tujuan dilakukan dalam rangka menetapkan prosedural pemberdayaan 

wakaf ditengah krisis ekonomi akibat COVID-19. Hasil perumusan tujuan 

yang sudah diperoleh menetakan 5 level kebijakan diantaranya 

1. Level 1 : Koordinasi antara lembaga pemerintahan/regulator, nazhir 

dan Lembaga Keuangan Syariah (A6) dan Penataan fondasi hukum 

(A1) 

2. Level 2: Manajemen risiko untuk Pandemi COVID-19 (A3) 



 Laporan PPIPKM Puslitpen LP2M UIN Ar-Raniry Tahun 2021 (56 

3. Level 3: Pembinaan dan sertifikasi kualifikasi Nazhir (A4) dan 

Memperkuat aspek tata kelola Syariah (A5) 

4. Level 4: Sistem pengawasan wakaf (A2) 

5. Level 5: Menghasilkan satu produk wakaf terbaru yang khusus 

menangani Covid-19 (A7) 

Pemetaan stakeholder berdasarkan 5 level kebijakan dapat digambar 

sebabagai berikut 

Gambar 11. Pemetaan Stakeholder Berdasarkan Dimensi Tujuan WCP PEN 
COVID-19 

 

Sumber: Output ISM 2.0 

 

 Sasaran yang ditetapkan untuk kebijakan WCP dalam penagan dampak 

ekonomi ditengan Pandemi COVID-19, dapat di jabarkan dalam 5 level hirarki 

kebijakan. Untuk level yang pertama, dimensi sinergisitas lembaga dan 

penguatan fondasi hukum menjadi peran yang harus dijalankan oleh tim Satuan 

Tugas COVID-19 yang terdiri dari unsur Kementrian Keuangan, Kementerian 

BUMN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan  BNPB. Sinergistas 

antar lembaga ini harus menjadi landasan pemanfaatan harta wakaf yang disusun 
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dalam dokumen WCP melalui regulasi setingkat Peraturan Presiden atau 

Peraturan Menteri. Sinergitas antar lembaga dan fondasi hukum memiliki 

kekuatan elemen penggeran yang tinggi (drivin power) untuk memperkuat 

pelaksanaan wakaf bagi penanganan dampak ekonomi. 

 Level 2 dan 3 dalam sasaran tujuan kebijakan WCP PEN COVID-19 terdiri 

pengambil kebijakan pembedayaan wakaf secara pusat. Dimensi WCP ini terdiri 

dari manajemen risiko, pembinaan nazhir, dan tata kelola Syariah. Stakeholde 

yang beperan antara lain Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, BWI, 

BAZNAS, dan DSN MUI. Level 2 dan 3 dalam pemetaan stakeholder sangat erat 

kaitannya dengan fungsi pemberdayaan harta wakaf di daerah-daerah yang 

potensial dan dapat memberikan bantuan penanganan dampak ekonomi. 

 Level 4 dan 5 dalam pemetaan dimensi WCP untuk stakeholder terdiri 

dari sistem pengawasan dan produk wakaf yang spesifik untuk kebijakan PEN 

COVID-19. Berdasarkan pencapaian tujuan ini, WCP yang telah disusun pada 

tahun 2018 menjadi landasan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk 

menetapkan skema pengelolaan wakaf tunai bagi penanganan dampak COVID-

19. Saptono (2020) menjelaskan risk maping yang harus disiapkan oleh nazhir 

dalam pengelolaan wakaf  dapat menjadi rujuan bagi penanganan dampak 

COVID-19. Berikut ini gambaran risk maping tersebut. 
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Gambar 12. Risk Maping WCP 

 

Sumber: Saptono (2020) 

 Pemetaan risiko WCP untuk prosedur pengelolaan wakaf terdiri dari 

input, proses, dan oputpu yang saling berkaitan satu sama lain. Proses awal yang 

perlu dilakukan dalam menjalankan WCP PEN COVID-19 adalah input 

mobilisasi aset wakaf.  Selanjutnya, hasil mobilisasi aset wakaf ini akan mampu 

menjadi prosedur pengelolaan aset wakag yang terdiri dari fungsi produktif dan 

sosial.  

Hasil wawancara yang dilakukan dengan BWI, menjelaskan bahwa 

dokumen WCP ditetapkan untuk memberikan panduan bagi nazhi dalam 

mengelola harta/aset wakaf yang tidak hanya sekedar mendapatkan profit tetapi 

juga memastikan fungsi social-welfare yang tercapai. Maka dari itu, pengelolaan 

wakaf harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesiona, transparan, dan 

akuntabel.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa dan hasil formulasi kebijakan WCP untuk Pemulihan 

Ekonomi Nasional ditengah Pandemi COVID-19 di Indonesia, maka dapat 

dikesimpulan: 

1. Permasalahan atau kendala yang menjadi sektor kunci untuk diantisipasi 

dalam pengembangan kebijakan wakaf dalam pemulihan ekonomi nasional 

adalah perbaikan literasi nazhir dan penataan regulasi SOP secara sistematis 

dan terpadu pada aspek tata kelola, pengawasan, dan manajemen risiko 

2. Stategi kebijakan WCP PEN COVID-19 dari sisi sasaran tujuan perlu 

dikembangkan dengan menetapkan prosedural pemberdayaan wakaf 

ditengan kondisi ekonomi akibat COVID-19 melalui sinergitias antar 

lembaga dan fondasi hukum. Strategi ini menjadi kunci dan prioritas 

pertama dalam pengembangan kebijakan WCP PEN COVID 19 karena 

banyak instansi/regulator terkait yang ada didalamnya. 

3. Stakeholder yang beperan penting dalam pengembangan kebijakan 

WCP ini secara spesifik terdiri dari Satuan Gugus tugas COVID-19 

Pusat-Daerah (Kementerian-Lembaga), lembaga pengawasan dan 

pembinaan wakaf (BWI, BAZNAS, DSN MUI), dan lembaga 

kenazhiran. 

 

B. Saran-Saran 

1. Dokumen WCP PEN COVID-19 perlu disusun secara fleksibilitas dan 

efektif untuk SOP pengelolaan dana wakaf secara profesional dan 

berkelanjutan. 
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2. Gagasan kebijakan WCP PEN COVID-19 perlu dibangun dengan 

sinergisitas sejumlah stakeholder wakaf dari pusat sampai daerah 

dengan regulasi yang sesuai. 

3. Penelitian yang lebih spesifik perlu dilakukan lebih mendalam dari sisi 

kajian produk kebijakan wakaf sektor kesehatan penanganan Pandemi 

COVID-19.  
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LAMPIRAN 1 

KUESIONER Formulasi Strategi Pengembangan Waqf Core 
Principles (WCP) dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat 

Pandemi Covid-19 di Indonesia 
 
Bapak/Ibu mohon bantuannya untuk mengisi form berikut ini dengan cara: 
1. Membaca dengan seksama elemen yang sedang kami kaji 

danmembandingkan sub-elemen A dengan sub-elemen B dengan ketentuan 
penilaian sebagai berikut :  

V = Jika sub-elemen A lebih penting/berpengaruh dari sub-elemen B  
A = Jika sub-elemen B lebih penting/berpengaruh dari sub-elemen A 
X = Jika sub-elemen A sama penting/berpengaruh dengan sub-elemen B 
O = Jika sub-elemen A dan sub-elemen B sama-sama tidak penting/berpengaru 
2.   Bila ada tambahan sub-elemen maka dapat ditambahkan langsung 

1 atau 2 sub elemen lainnya, dan kemudian juga dibandingkan 
tingkat kepentingannya dengan sub-elemen lainnya. 

 
Elemen dan Sub-Elemen yang dipertimbangkan: 

 
1.  TUJUAN 

 
SUB-ELEMEN A SUB-ELEMEN B 

Sub-Elemen 1 Sub-Elemen 2 Sub-Elemen 3 Sub-Elemen 4 Sub-Elemen 5 Sub-Elemen 6 Sub-Elemen 7 

Sub-Elemen 1        

Sub-Elemen 2        

Sub-Elemen 3        

Sub-Elemen 4        

Sub-Elemen 5         

Sub-Elemen 6        

Sub- Elemen 7        

 
Keterangan : 

• Sub-Elemen 1:  Penataan fondasi hukum pelaksanaan WCP dengan 
ketentuan Program PEN Covid 19 

• Sub-Elemen 2 :  Sistem pengawasan wakaf untuk program PEN Covid-
19 

• Sub-Elemen 3 : Pelaksanaan Manajemen risiko untuk Pandemi 
COVID-19 pada tiap sektor ekonomi dan kesehatan 

• Sub-Elemen 4 :  Pembinaan dan sertifikasi kualifikasi Nazhir yang 
dapat mengelola dana wakaf untuk PEN Covid-19 
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• Sub-Elemen 5 : memperkuat aspek tata kelola Syariah produk produk 
wakaf untuk PEN Covid-19 

• Sub-Elemen 6 :  Koordinasi antara lembaga pemerintahan/regulator, 
nazhir dan Lembaga Keuangan Syariah untuk implemetasi Wakaf 
PEN Covid-19 

• Sub-Elemen 7 :  Menghasilkan satu produk wakaf terbaru yang khusus 
menangani PEN Covid-19 

 
2.   KENDALA 

 
 

SUB-ELEMEN A SUB-ELEMEN B 

Sub-Elemen 1 Sub-Elemen 2 Sub-Elemen 3 Sub-Elemen Sub-Elemen Sub-Elemen 6 Sub-Elemen 7 

Sub-Elemen 1        

Sub-Elemen 2        

Sub-Elemen 3        

Sub-Elemen 4        

Sub-Elemen 5         

Sub-Elemen 6        

Sub- Elemen 7        

 

Keterangan : 

• Sub-Elemen 1 : Literasi dan pemahaman Wakaf para Nazhir yang belum 
merata 

• Sub-Elemen 2 : Adanya hambatan regulasi dalam pelaksanaan tata kelola 
wakaf untuk PEN Covid-19 

• Sub-Elemen 3 : Kriteria pemanfaat harta/aset wakaf dibatasi pada 
aspek tertentu 

• Sub-Elemen 4 : terbatasnya jumlah nazhir wakaf secara kelembagaan 
yang dapat mengelola wakaf tunai 

• Sub-Elemen 5 : Belum adanya pemetaan risiko bencana Covid-19 yang 
layak memperoleh wakaf  

• Sub-Elemen 6 : Tidak adanya jaminan Keamanan dana wakaf untuk 
Pandemi Covid-19  

• Sub-Elemen 7 : Lemahnya basis data dan informasi tentang dampak 
COVID-19 di daerah-daerah Indonesia  
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3.  Pelaksanaan Fondasi Hukum WCP-PEN 
 
SUB-ELEMEN A SUB-ELEMEN B 

Sub-Elemen 1 Sub-Elemen 2 Sub-Elemen 3 Sub-Elemen 4 Sub-Elemen 5 

Sub-Elemen 1      

Sub-Elemen 2      

Sub-Elemen 3      

Sub-Elemen 4      

Sub-Elemen 5      

Keterangan : 

• Sub-Elemen 1 :  Harmonisasi regulasi nasional dan daerah program 
PEN Covid-19 

• Sub-Elemen 2 :  Fatwa DSN MUI penggunaan dana Wakaf untuk PEN 
Covid-19 

• Sub-Elemen 3 :  penambahan pasal/klausul tata kelola wakaf untuk 
Pandemi Covid-19 dalam regulasi nasional 

• Sub-Elemen 4 : Penetapan jenis harta wakaf yang dapat disalurkan 
untuk Pandemi Covid-19 dalam regulasi  Nasional  

• Sub-Elemen 5 : Sinkronisasi kebijakan dan kelembagaan wakaf dengan 
regulasi PP dan Perpres Program PEN yang sudah ada 

 

4. Pelaksanaan Manajemen Risiko WCP-PEN 
 

 
SUB-ELEMEN A                                 SUB-ELEMEN B 

Sub-Elemen 1 Sub-Elemen 2 Sub-Elemen 3 Sub-Elemen 4 Sub-Elemen 5 

Sub-Elemen 1      

Sub-Elemen 2      

Sub-Elemen 3      

Sub-Elemen 4      

Sub-Elemen 5      

 
Keterangan : 

• Sub-Elemen 1 :  Membuat SOP/Panduan Manajemen Risiko untuk dana 
wakaf PEN Covid-19 

• Sub-Elemen 2 :  inventatisasi risiko dana wakaf untuk digunakan dalam 
PEN Covid-19 

• Sub-Elemen 3 :  membuat skema investasi dana wakaf untuk risiko 
Pandemi Covid-19 
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• Sub-Elemen 4 :  mencegah perilaku Moral hazard Nazhir dalam 
pengelolaan risiko dana wakaf untuk PEN Covid-19Sub-Elemen 5 :  
Menetapkan risiko reputasi dan hilang manfaat harta/asset wakaf 

 
 
5.  Pelaksanaan Sistem Pengawasan WCP-PEN 
 
 

SUB-ELEMEN A                                 SUB-ELEMEN B 

Sub-Elemen 1 Sub-Elemen 2 Sub-Elemen 3 Sub-Elemen 4 Sub-Elemen 5 

Sub-Elemen 1      

Sub-Elemen 2      

Sub-Elemen 3      

Sub-Elemen 4      

Sub-Elemen 5      

 

Keterangan : 

• Sub-Elemen 1 :  Adanya kewenangan melakukan monev secara rutin  
untuk penggunaan dana wakaf PEN 

• Sub-Elemen 2 :  Laporan keuangan wakaf secara akuntabel untuk 
penggunaan dana PEN 

• Sub-Elemen 3 :  Distribusi Tugas pengawasan dilakukan kepada daerah 
(BWI Daerah) 

• Sub-Elemen 4 :  Menetapkan standar kepatuhan wakaf kepada lembaga-
lembaga wakaf  

• Sub-Elemen 5 :  Membuat sistem pengawasan berbasis sistem 
infromasi/database penyaluran dana wakaf PEN 

 

6.  Pelaksanaan Pembinaan Nazhir WCP-PEN : 

 
 

SUB-ELEMEN A                                 SUB-ELEMEN B 

Sub-Elemen 1 Sub-Elemen 2 Sub-Elemen 3 Sub-Elemen 4 Sub-Elemen 5 

Sub-Elemen 1      

Sub-Elemen 2      

Sub-Elemen 3      

Sub-Elemen 4      

Sub-Elemen 5      
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Keterangan : 

• Sub-Elemen 1 : Membuat Stadart Kualifikasi Nazhir Wakaf untuk 
penyaluran wakaf PEN 

• Sub-Elemen 2 : Identifikasi dan pemilihan nazhir yang layak dan 
kredible untuk penyaluran wakaf tunai PEN  

• Sub-Elemen 3 : Membuat buku panduan penyaluran wakaf spesifk 
untuk Program PEN COVID-19 

• Sub-Elemen 4 : Melibatkan pihak LKS untuk melakukan pembinaan 
Nazhir Wakaf PEN 

• Sub-Elemen 5 : Training for trainer untuk penyuluh dana Wakaf PEN 
kepada Nazhir 

 

7.   Pelaksanaan Tata Kelola Syariah WCP-PEN : 

 
 

SUB-ELEMEN A                                 SUB-ELEMEN B 

Sub-Elemen 1 Sub-Elemen 2 Sub-Elemen 3 Sub-Elemen 4 Sub-Elemen 5 

Sub-Elemen 1      

Sub-Elemen 2      

Sub-Elemen 3      

Sub-Elemen 4      

Sub-Elemen 5      

 
Keterangan : 

• Sub-Elemen 1 : Mengintegrasikan penyaluran dana Wakaf secara 
spesifik pada sektor kesehatan 

• Sub-Elemen 2 : Mengintegrasikan penyaluran Wakaf PEN secara tunai 
pada program PEN Pemerintah  

• Sub-Elemen 3 : Membuat SOP Penyaluran Dana Wakaf Covid-19 

• Sub-Elemen 4 : menetapkan Syariah Compliance dan audit internal 
dana wakaf Covid-19 

• Sub-Elemen 5 : Membuat kerangka kerja pengelolaan wakaf tunai 
antara Nazhir dan LKS 
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8.   Kebijakan WCP-PEN (Produk): 
 

SUB-ELEMEN A                                 SUB-ELEMEN B 

Sub-Elemen 1 Sub-Elemen 2 Sub-Elemen 3 Sub-Elemen 4 Sub-Elemen 5 

Sub-Elemen 1      

Sub-Elemen 2      

Sub-Elemen 3      

Sub-Elemen 4      

Sub-Elemen 5      

 
Keterangan : 

• Sub-Elemen 1: Kebijakan Wakaf tanah untuk lahan pemakaman jenazah 

• Sub-Elemen 2: Kebijakan CLWS (Sukuk) Wakaf untuk Program PEN 
Covid-19 

• Sub-Elemen 3: Kebijakan wakaf tunai untuk pembelian alat kesehatan 
Covid-19 

• Sub-Elemen 4: Kebijakan investasi dana wakaf untuk pembangunan 
rumah sakit dan prasarana ruangan isolasi pasien Covid-19 

• Sub-Elemen 5: Kebijakan Bank Wakf Mikro untuk pemberdayaan 
ekonomi 

 

9.   Kebijakan WCP-PEN (Kelembagaan) : 

 
 

SUB-ELEMEN A                                 SUB-ELEMEN B 

Sub-Elemen 1 Sub-Elemen 2 Sub-Elemen 3 Sub-Elemen 4 Sub-Elemen 5 

Sub-Elemen 1      

Sub-Elemen 2      

Sub-Elemen 3      

Sub-Elemen 4      

Sub-Elemen 5      

 
Keterangan : 

• Sub-Elemen 1 : Membangun hubungan kelembagaan regulator Wakaf 
PEN antara Kemenkeu, BWI, Kemenag, BNPB 

• Sub-Elemen 2 : Wakaf PEN Covid-19 dikelola secara crowdfunding oleh 
lembaga wakaf dan LKS 

• Sub-Elemen 3 : Wakaf PEN Covid-19 diserahkan sepenuhnya kepada 
daerah (Provinsi) melalui Satgas Covid-19 
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• Sub-Elemen 4 : Wakaf PEN Covid-19 diatur secara mandiri oleh Nazhir 
Wakaf perseorang 

• Sub-Elemen 5 : Dana Wakaf PEN Covid-19 menjadi bagian dalam 
postur APBN kegiatan Dana Abadi Pemerintah 

 

10.   Alterntif Kebijakan WCP-PEN: 

 
 

SUB-ELEMEN A                                 SUB-ELEMEN B 

Sub-Elemen 1 Sub-Elemen 2 Sub-Elemen 3 Sub-Elemen 4 Sub-Elemen 5 

Sub-Elemen 1      

Sub-Elemen 2      

Sub-Elemen 3      

Sub-Elemen 4      

Sub-Elemen 5      

Keterangan : 

• Sub-Elemen 1 : Pengelolaan Wakaf Covid-19 untuk PEN diatur dan 
ditetapkan dalam dana Badan Layanan Umum (BLU)  

• Sub-Elemen 2 : Pengelolaan Wakaf Covid-19 melalui swasta (market) 
dengan penempatan dalam Sukuk CWLS 

• Sub-Elemen 3 : Wakaf PEN Covid-19 diserahkan sepenuhnya kepada 
daerah (Provinsi) melalui Satgas Covid-19 

• Sub-Elemen 4 : Kebijakan pengelolaan Wakaf PEN Covid-19 pada 
lembaga wakaf nasional yang terpilih dan sudah tersertifikasi 

• Sub-Elemen 5 : Kerjasama pengelolaan Wakaf PEN Covid-19 oleh 
lembaga internasional seperi Islamic Development Bank dan lembaga 
wakaf internasional 
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LAMPIRAN 2 
HASL PENGOLAHAN DATA ISM 

 

Hasil ISM Profesional 2.0 

swanstat 

 
 

1. Kendala 
 

SSIM: 

##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] 

## [1,] NA   "V"  "V"  "V"  "V"  "V"  "V"  

## [2,] NA   NA   "V"  "V"  "V"  "V"  "A"  

## [3,] NA   NA   NA   "V"  "A"  "V"  "A"  

## [4,] NA   NA   NA   NA   "A"  "X"  "A"  

## [5,] NA   NA   NA   NA   NA   "X"  "X"  

## [6,] NA   NA   NA   NA   NA   NA   "A"  

## [7,] NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA 

 

INITIAL REACHABILITY MATRIX 

##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] 

## [1,]    1    1    1    1    1    1    1 

## [2,]    0    1    1    1    1    1    0 

## [3,]    0    0    1    1    0    1    0 

## [4,]    0    0    0    1    0    1    0 

## [5,]    0    0    1    1    1    1    1 

## [6,]    0    0    0    1    1    1    0 

## [7,]    0    1    1    1    1    1    1 

 

PARTION OF EACH ITERATION MATRIX: 

##         [,1]             [,2]                    [,3]                 

## Heading "Variable_Names" "Reachability_Set"      "Antecedents_

Set"    
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##         "A1"             " A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7" " A1"                

##         "A2"             " A2 A3 A4 A5 A6 A7"    " A1 A2"             

##         "A3"             " A3 A4 A6"             " A1 A2 A3"          

##         "A4"             " A4 A6"                " A1 A2 A3 A4

"       

##         "A5"             " A5 A6 A7"             " A1 A2 A5"          

##         "A6"             " A6"                   " A1 A2 A3 A4 

A5 A6" 

##         "A7"             " A7"                   " A1 A2 A5 A7

"       

## b_row   ""               ""                      ""                   

## Heading "Variable_Names" "Reachability_Set"      "Antecedents_

Set"    

##         "A1"             " A1 A2 A3 A4 A5"       " A1"                

##         "A2"             " A2 A3 A4 A5"          " A1 A2"             

##         "A3"             " A3 A4"                " A1 A2 A3"          

##         "A4"             " A4"                   " A1 A2 A3 A4

"       

##         "A5"             " A5"                   " A1 A2 A5"          

## b_row   ""               ""                      ""                   

## Heading "Variable_Names" "Reachability_Set"      "Antecedents_

Set"    

##         "A1"             " A1 A2 A3"             " A1"                

##         "A2"             " A2 A3"                " A1 A2"             

##         "A3"             " A3"                   " A1 A2 A3"          

## b_row   ""               ""                      ""                   

## Heading "Variable_Names" "Reachability_Set"      "Antecedents_

Set"    

##         "A1"             " A1 A2"                " A1"                

##         "A2"             " A2"                   " A1 A2"             

## b_row   ""               ""                      ""                   

## Heading "Variable_Names" "Reachability_Set"      "Antecedents_

Set"    

## final1  "A1"             "A1"                    "A1"                 

## b_row   ""               ""                      ""                   

##         [,4]               [,5]    

## Heading "Intersection_Set" "Level" 

##         " A1"              "0"     

##         " A2"              "0"     

##         " A3"              "0"     

##         " A4"              "0"     

##         " A5"              "0"     

##         " A6"              "1"     
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##         " A7"              "1"     

## b_row   ""                 ""      

## Heading "Intersection_Set" "Level" 

##         " A1"              "0"     

##         " A2"              "0"     

##         " A3"              "0"     

##         " A4"              "1"     

##         " A5"              "1"     

## b_row   ""                 ""      

## Heading "Intersection_Set" "Level" 

##         " A1"              "0"     

##         " A2"              "0"     

##         " A3"              "1"     

## b_row   ""                 ""      

## Heading "Intersection_Set" "Level" 

##         " A1"              "0"     

##         " A2"              "1"     

## b_row   ""                 ""      

## Heading "Intersection_Set" "Level" 

## final1  "A1"               "1"     

## b_row   ""                 "" 

 

FINAL REACHABILITY MATRIX: 

##    A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

## A1  1  1  1  1  1  1  1 

## A2  0  1  1  1  1  1  1 

## A3  0  0  1  1  0  1  0 

## A4  0  0  0  1  0  1  0 

## A5  0  0  1  1  1  1  1 

## A6  0  0  0  1  1  1  0 

## A7  0  1  1  1  1  1  1 

 

CANONICAL MATRIX: 

##    A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 DriverPower Rank Dependence 

Hirarki 

## A1  1  1  1  1  1  1  1           7    1          1       

5 

## A2  0  1  1  1  1  1  1           6    2          3       
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4 

## A3  0  0  1  1  0  1  0           3    4          5       

2 

## A4  0  0  0  1  0  1  0           2    5          7       

1 

## A5  0  0  1  1  1  1  1           5    3          5       

2 

## A6  0  0  0  1  1  1  0           3    4          7       

1 

## A7  0  1  1  1  1  1  1        
 

2. Tujuan  

SSIM: 

##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] 
## [1,] NA   "V"  "V"  "V"  "V"  "A"  "V"  
## [2,] NA   NA   "X"  "A"  "A"  "A"  "A"  
## [3,] NA   NA   NA   "V"  "A"  "A"  "V"  
## [4,] NA   NA   NA   NA   "V"  "X"  "V"  
## [5,] NA   NA   NA   NA   NA   "X"  "V"  
## [6,] NA   NA   NA   NA   NA   NA   "V"  
## [7,] NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA 

 

INITIAL REACHABILITY MATRIX 

##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] 
## [1,]    1    1    1    1    1    0    1 
## [2,]    0    1    1    0    0    0    0 
## [3,]    0    1    1    1    0    0    1 
## [4,]    0    1    0    1    1    1    1 
## [5,]    0    1    1    0    1    1    1 
## [6,]    1    1    1    1    1    1    1 
## [7,]    0    1    0    0    0    0    1 

 

PARTION OF EACH ITERATION MATRIX: 

##         [,1]             [,2]                    [,3]                    
## Heading "Variable_Names" "Reachability_Set"      "Antecedents_Set"       
##         "A1"             " A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7" " A1"                   
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##         "A2"             " A2 A3 A4 A7"          " A1 A2"                
##         "A3"             " A3 A4 A5 A6 A7"       " A1 A2 A3"             
##         "A4"             " A4 A5 A6 A7"          " A1 A2 A3 A4"          
##         "A5"             " A5 A6 A7"             " A1 A3 A4 A5"          
##         "A6"             " A6 A7"                " A1 A3 A4 A5 A6"       
##         "A7"             " A7"                   " A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7" 
## b_row   ""               ""                      ""                      
## Heading "Variable_Names" "Reachability_Set"      "Antecedents_Set"       
##         "A1"             " A1 A2 A3 A4 A5 A6"    " A1"                   
##         "A2"             " A2 A3 A4"             " A1 A2"                
##         "A3"             " A3 A4 A5 A6"          " A1 A2 A3"             
##         "A4"             " A4 A5 A6"             " A1 A2 A3 A4"          
##         "A5"             " A5 A6"                " A1 A3 A4 A5"          
##         "A6"             " A6"                   " A1 A3 A4 A5 A6"       
## b_row   ""               ""                      ""                      
## Heading "Variable_Names" "Reachability_Set"      "Antecedents_Set"       
##         "A1"             " A1 A2 A3 A4 A5"       " A1"                   
##         "A2"             " A2 A3 A4"             " A1 A2"                
##         "A3"             " A3 A4 A5"             " A1 A2 A3"             
##         "A4"             " A4 A5"                " A1 A2 A3 A4"          
##         "A5"             " A5"                   " A1 A3 A4 A5"          
## b_row   ""               ""                      ""                      
## Heading "Variable_Names" "Reachability_Set"      "Antecedents_Set"       
##         "A1"             " A1 A2 A3 A4"          " A1"                   
##         "A2"             " A2 A3 A4"             " A1 A2"                
##         "A3"             " A3 A4"                " A1 A2 A3"             
##         "A4"             " A4"                   " A1 A2 A3 A4"          
## b_row   ""               ""                      ""                      
## Heading "Variable_Names" "Reachability_Set"      "Antecedents_Set"       
##         "A1"             " A1 A2 A3"             " A1"                   
##         "A2"             " A2 A3"                " A1 A2"                
##         "A3"             " A3"                   " A1 A2 A3"             
## b_row   ""               ""                      ""                      
## Heading "Variable_Names" "Reachability_Set"      "Antecedents_Set"       
##         "A1"             " A1 A2"                " A1"                   
##         "A2"             " A2"                   " A1 A2"                
## b_row   ""               ""                      ""                      
## Heading "Variable_Names" "Reachability_Set"      "Antecedents_Set"       
## final1  "A1"             "A1"                    "A1"                    
## b_row   ""               ""                      ""                      
##         [,4]               [,5]    
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## Heading "Intersection_Set" "Level" 
##         " A1"              "0"     
##         " A2"              "0"     
##         " A3"              "0"     
##         " A4"              "0"     
##         " A5"              "0"     
##         " A6"              "0"     
##         " A7"              "1"     
## b_row   ""                 ""      
## Heading "Intersection_Set" "Level" 
##         " A1"              "0"     
##         " A2"              "0"     
##         " A3"              "0"     
##         " A4"              "0"     
##         " A5"              "0"     
##         " A6"              "1"     
## b_row   ""                 ""      
## Heading "Intersection_Set" "Level" 
##         " A1"              "0"     
##         " A2"              "0"     
##         " A3"              "0"     
##         " A4"              "0"     
##         " A5"              "1"     
## b_row   ""                 ""      
## Heading "Intersection_Set" "Level" 
##         " A1"              "0"     
##         " A2"              "0"     
##         " A3"              "0"     
##         " A4"              "1"     
## b_row   ""                 ""      
## Heading "Intersection_Set" "Level" 
##         " A1"              "0"     
##         " A2"              "0"     
##         " A3"              "1"     
## b_row   ""                 ""      
## Heading "Intersection_Set" "Level" 
##         " A1"              "0"     
##         " A2"              "1"     
## b_row   ""                 ""      
## Heading "Intersection_Set" "Level" 
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## final1  "A1"               "1"     
## b_row   ""                 "" 

 

FINAL REACHABILITY MATRIX: 

##    A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
## A1  1  1  1  1  1  1  1 
## A2  0  1  1  1  0  0  1 
## A3  0  1  1  1  1  1  1 
## A4  0  1  0  1  1  1  1 
## A5  0  1  1  0  1  1  1 
## A6  1  1  1  1  1  1  1 
## A7  0  1  0  0  0  0  1 

 

CANONICAL MATRIX: 

##    A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 DriverPower Rank Dependence Hirarki 
## A1  1  1  1  1  1  1  1           7    1          2       3 
## A2  0  1  1  1  0  0  1           4    4          7       1 
## A3  0  1  1  1  1  1  1           6    2          5       2 
## A4  0  1  0  1  1  1  1           5    3          5       2 
## A5  0  1  1  0  1  1  1           5    3          5       2 
## A6  1  1  1  1  1  1  1           7    1          5       2 
## A7  0  1  0  0  0  0  1           2    5          7       1 
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F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun 
Tebal 

Halaman 
Penerbit 

1. - - - - 

 

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema  HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

1.  Model Identifikasi Disparitas Wilayah 

Provinsi Aceh Sebelum dan Sesudah 

Alokasi Dana Otonomi Khusus 

2018 Laporan 

Penelitian 

000137880 

2.  Model Transmisi Pembiayaan 

Perbankan Syariah Sektor Pertanian 

terhadap Nilai Tukar Petani di Indonesia 

2018 Laporan 

Penelitian 

000123642 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

pengajuan Penugasan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam 

Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 

Banda Aceh,  11 Oktober 2021 

 
Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E 

NIDN. 2006019002  
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